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ABSTRAK
Nama :  YULIANA 
Jurusan / NIM :  Ilmu Politik / 30600113009
Fakultas :  Ushuluddin, Filsafat dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : KARAENG PILKADA DAN POLITIK BURUH TANI 
(Studi Terhadap Politik Kooptasi Karaeng Terhadap Hak 
Pilih Buruh Tani Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 Di 
Desa Bontomacina Kec. Gantarang Kab. Bulukumba)
Studi ini membahas tentang Politik Kooptasi Karaeng Terhadap Hak Pilih 
Buruh Tani Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 Di Desa Bontomacinna Kec. 
Gantarang Kab. Bulukumba. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu 
mendeskripsikan peristiwa atau kejadian, perilaku seseorang, atau suatu keadaan pada 
tempat tertentu secara rinci. Pendekatan deskriptif merupakan metode penelitian yang 
berusaha menggambarkan, memahami, dan menafsirkan makna suatu peristiwa 
tingkah laku manusia. Sehingga peneliti dapat memahami bagaimana pengooptasian 
Karaeng terhadap hak pilih buruh tani pada pilkada serentak tahun 2015 di Desa 
Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. 
Hasil dari penelitian ini adalah hubungan kerjasama dengan mata pencaharian 
dan politik (pemilihan umum) selalu disangkut-pautkan. Dimana hubungan Karaeng 
yang berkuasa dalam kepemilikan lahan pertanian membutuhkan buruh tani untuk 
menggarap sawahnya dan sebaliknya buruh tani membutuhkan pekerjaan sebagai 
mata pencahariannya. Sehingga hubungan kerjasama antara karaeng dan buruh tani 
juga terjalin hubungan(patron-klien). dimana hak pilih buruh tani dibatasi oleh 
keberadaan Karaeng sebagai pemilik lahan pertanian. Dan Karaeng menjadikan 
lahan pertanian tersebut sebagai alat untuk mengooptasi hak pilih para buruh di Desa 
Bontomacinna Kec.Gantarang Kab. Bulukumba. 
Implikasi dari penelitian ini adalah 1. Pendidikan politik yang berkelanjutan 
utamanya dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik dari jajaran pemerintahan, tokoh 
adat, tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya guna menciptakan proses politik 
lokal sesuai dengan muara sistem politik demokrasi yang ideal. Melihat hak pilih para 
buruh tani di Desa Bontomacinna dibatasi oleh kebereradaan karaeng sebagai pemilik 
lahan pertanin yang terkait hubungan kerja sama. 2. Pemerintah Desa seharusnya 
harus lebih memperhatikan fenomena- fenomena yang terjadi masyarakat terutama 
mengenai hak pilih masyarakat yang tidak harus dibatasi karena hubungan kerjasama 
melainkan harus sesuai hati nurani masarakatnya. Dan jangan sampai keberadaan
Karaeng mengeluarkan  keputusan atau aturan yang mendahului  pemerintah. 
1BAB I
PENDAHULUAN
Karaeng merupakan gelar kebangsawanan yang diperoleh dari garis keturunan 
yang merupakan gelar kerajaan dulunya. Keberadaan Karaeng di Bulukumba yaitu 
berawal dari keberadaan keturunaan Karaeng yang begitu besar yang ada di 
Bulukumba, yaitu keturunan dari puang Mappamadeng Bapak dari Andi Sultan Dg 
Raja, salah seorang cendikia atau tokoh penggerak dan pejuang kemerdekaan di Kec. 
Gantarang Kab Bulukumba. 1
Pemilik lahan pertanian terluas di Gantarang bernama Petta Lulu, bapak dari 
puang Budding. Pertama keturunan dari penerus petta Riu dan Petta Lulu yaitu Petta 
Tancca’ nenek dari Puang Jabbar yang merupakan kepala Desa pertama di Desa 
Bontomacinna, dan karaeng Pancce’ adalah bapak dari Karaeng Jabbar beliau juga 
merupakan pemilik lahan pertanian yang terluas karena warisan dari orang tuanya. 
Karaeng Jabbar adalah sosok pemimpin yang disegani oleh masyarakat karena 
keberaniannya melawan penjajah sehingga model kepemimpinan yang ada di Desa 
Bontomacinna bisa dikatakan Dinasti (turun temurun). Kedua  Puang H. Ape’ anak 
dari Puang Jabbar dan  bapak dari Puang  H. Iccu’ (H. A. Mulhaeriddin Djabbar, 
S.Ag). Gelar Andi misalnya, merupakan gelar yang pertama kali di gunakan pada 
kerajaan Bone kemudian berkembang keseluruh pelosok yang bersuku bugis. 
                                                          
1 Nasrullah, Peran Andi Sultan Daeng Raja Dalam Perjuangan Kemerdekaan RI Di Bulukmba 
(1945-1949) Skripsi, (Makassar: Jurusan Sejarah Dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab Dan 
Humaniora, Universits Islam Negeri Alauddin, 2016) H. 17
2Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sejak dulu Karaeng merupakan pemilik lahan 
pertaniaan sehingga inilah yang menyebabkan keberadaan Karaeng sangat 
berpengaruh bagi masyarakat. Seperti yang terjadi di Kec. Gantarang khususnya bagi 
para buruh tani karena mereka terlibat hubungan kerjasama antara Karaeng sebagai 
pemilik lahan pertanian dan Buruh Tani sebagai penggarap lahan pertanian (sawah) 
Kareang di Desa Bontomacinna. 
Studi ini membahas mengenai politik kooptasi Karaeng terhadap hak pilih 
buruh tani pada pilkada serentak tahun 2015 di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang 
Kab. Bulukumba. Penelitian ini mengkaji tentang keberadaan Karaeng sebagai 
pemilik lahan pertanian menggunakan lahan sawahnya menjadi alat kerjasama dan 
pengooptasian (perampasan) hak pilih Buruh tani pada pilkada serentak tahun 2015 di 
Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab.Bulukumba. 
A. Latar Belakang
Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di seluruh Indonesia sejak 
memasuki otonomi Daerah, dengan di berlakukannya Undang-Undang 32 Tahun 
2004 tentang pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui dngan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004 
tentang pemerintahan Daerah, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan Pilkada 
tersebut telah banyak menimbulkan berbagai akses negatif dalam kehidupan 
masyarakat dan masalah lainnya yang mengarah kepada tindakan penyalah gunaan 
kekuasaan dan kewenangan Kepala Daerah tidak dapat terhindarkan. 
3Penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah sering disebut dengan istilah Pilkada, 
Pemilukada, dan istilah Pilgub. 2
Era reformasi telah membuka ruang bagi semua kalangan masyarakat untuk 
berkontestasi di ranah politik termasuk pemilukada, hal ini dimanfaatkan oleh 
Bangsawan untuk mendapatkan kekuasaan agar tetap survive. Euforia Demokrasi 
dirasakan hingga masyarakat Daerah yang tercermin hadirnya para elit lama yang 
muncul dan siap berkontestasi di pemilukada. Eksistensi kaum Bangsawan dalam 
wilayah politik pemerintahan tercermin banyaknya Karaeng yang menjabat pada 
posisi strategis dalam struktur pemerintahan dan mendapatkan kedudukan di partai 
politik. 3
Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Al-
Hujurat/49: 13 yang berbunyi:
َﺎﮭﱡَﯾٓﺄ َٰﯾ ُسﺎﱠﻨﻟٱ َﺪﻨِﻋ ۡﻢُﻜَﻣَﺮَۡﻛأ ﱠِنإ ْۚآُﻮﻓَرﺎََﻌِﺘﻟ َِﻞٓﺋَﺎَﺒﻗَو ﺎٗﺑﻮُﻌُﺷ ۡﻢُﻜ َٰﻨۡﻠَﻌَﺟَو َٰﻰﺜُﻧأَو ٖﺮَﻛَذ ﻦ ﱢﻣ ﻢُﻜ َٰﻨَۡﻘﻠَﺧ ﺎﱠِﻧإ ِ ﱠͿٱ
 ﱠِنإ ۚۡﻢُﻜԩَٰﻘَۡﺗأ َ ﱠͿٱ ٞﺮِﯿﺒَﺧ ٌﻢِﯿﻠَﻋ١٣                                                                                   
Terjemahnya:
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-  laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara 
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”
                                                          
2 Juanda Nawawi, “Strategi Kelompok Bangsawan Era Pemilihan Kepala Daerah Secara 
Langsung Oleh Rakyat Di Eks Kesultanan Buton 2014” Jurnal. Analisis Vol 3 No 3 (Desember 2014), 
h. 170
3 Haboddin Muhtar, “Karaeng Dalam  Pusaran  Politik Studi  Kasus  Di Kabupaten
Jeneponto”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, 
2009), h.2
4Keberadaan manusia memandang kemuliaan itu ada sangkut pautnya dengan 
kebaangsaan dan kekayaan. Padahal menurut pandangan Allah, orang yang paling 
mulia adalah orang yang paling brtakwa kepada Allah. Mengapa manusia saling 
menolok-nolok sesama saudaranya karena Allah menjadikan mereka bersuku-suku 
dan berkabilah-kabilah yang berbeda-beda, sedangkan Allah menjadikan seperti itu 
agar manusia saling mengenal dan tolong menolong dan kemaslahatan-kemaslahatan 
mereka bermacam-macam. Namun tidak ada kelebihan bagi seorang pun atas yang
lain, kecuali dengan takwa dan keshalihan, disamping kesempurnaan jiwa bukan 
dengan hal-hal yang bersifat keduniaan yang tidak pernah abadi. 4
Konsep patron-klien yang menjadi perilaku politik masyarakat Sulawesi-
Selatan hingga saat ini mewujudkan bahwa nilai-nilai lokal akan tetap mengakar 
meskipun mengalami perubahan. Disatu sisi, pola patronase ini memberi dampak 
negatif karena sang Patron yang terlalu dominan sehingga membuat klien tidak krisis 
dan cerdas. Disisi lain terdapat nilai positif yang pernah diberlakukan di masa lalu, 
yaitu adanya kontrak politik dalam menjalankan konsep patron-klien. Jika kelak sang 
patron (pemimpin) tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemimpin maka klien 
(masyarakat) berhak menagih janji bahkan memberi sanksi atau tidak dijadikan lagi 
sebagai pemimpin. Bahkan pemimpin dapat dipecat.  Justru yang yang terjadi 
sebaliknya. Ciri dari budaya politik yang  masih melekat di Sulawesi-Selatan hingga 
sekarang adalah budaya patronase. Hal ini misalnya mewujud dalam partisipasi politk 
                                                          
4 Departemen agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Asy syifa’, 2001), h. 517
5masyarakat Daerah ini yang lebih dicirikan dengan mobilisasi. Mobilisasi pada 
umumnya dilakukan oleh para pemimpin, baik formal (Kepala Desa) maupun 
informal (anggota keluarga besar yang dihormati, ulama, keturunan Bangsawan atau 
pemimpin partai politik). 5
Nilai positif konsep patronase ini tidak dapat diterapkan dalam konsep politik 
sekarang ini, seperti yang terjadi di Desa Bontomacinna Kec. Gantarng Kab. 
Bulukumba. dimana hak pilih buruh tani dalam pilkada serentak 2015 dibatasi karena 
hubugan Patron-klien (kerjasama) antara Karaeng sebagai pemilik lahan pertanian 
dan buruh tani sebagai penggarap/buruh di lahan Karaeng tersebut.  
Kajian tentang bangkitnya para Bangsawan dalam mendapatkan kekuasaan 
ditingkat lokal telah menjadi kajian yang makin menarik dan menantang, hal ini 
disebabkan karena setiap Daerah di Indonesia memiliki komunitas Bangsawan yang 
tetap eksis dan memimiliki strategi agar tetap survei dan mendapat kehormatan serta 
kekuasaan dikalangan Masyarakat. Hal ini karena hubungan kekerabatan yang juga 
didasarkan rasa kedaerahan masih sangat menonjol dan menjadi pegangan banyak 
masyarakat Sulawesi-Selatan dalam membentuk hak politik mereka. Bangsawan 
diberbagai Daerah memiliki historis yang menjadi simbol dan cerita yang 
terdoktrinisasi dari generasi ke generasi. Penguasaan simbolik dan modal sosial elit 
lokal seperti Bangsawan Andi di Bulukumba, Sulawesi-Selatan menjadikan kelompok 
kultur tersebut melakukan praktik dominasi yang sangat kuat. Basis-basis massa yang 
                                                          
5 Siti Zuhro, Dkk, Demokrasi Lokal, Perubahan Dan Kesinambungan,  Nilai-Nilai Budaya 
Politk Lokal  Di Jawa Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan Dan Bali, ( Yogyakarta: Ombak 2009), 
h. 262
6dikuasai para Bangsawan “Andi” tidak  secara genetika, tetapi juga penguasaan 
ekonomi yang sifatnya warisan dari leluhurnya. Modalitas politiknya kemudian 
terakumulasi sehingga mendominasi pertarungan politik. Warisan kerajaan dari masa 
lampau berpengaruh di Sulawesi-Selatan hingga sekarang adalah pengaruh 
Bangsawan dibidang sosial politik. Bangsawan bugis yang bergelar “Andi” dan 
Bangsawan bergelar Karaeng memiliki posisi terhormat dalam masyarakat. 6
Allah menganugerahkan kepada manusia sebagian kekuasaan-Nya. Diantara 
yang menerima kekuasaan (amanah) tersebut ada yang berhasil melaksankan 
tugasnya dengan baik karena mengikuti prinsip-prinsip kekuasaan dan ada pula yang 
gagal.
Sebagaimana yang telah difirmankanNya dalam Qur’an Surah An-Nisa/4: 59
yang berbunyi:
 ُۡﻢﺘۡﻋَﺰ ََٰﻨﺗ ِنَﺈﻓ ۖۡﻢُﻜﻨِﻣ ِﺮَۡﻣۡﻷٱ ِﻲﻟُْوأَو َلﻮُﺳ ﱠﺮﻟٱ ْاﻮُﻌﯿَِطأَو َ ﱠͿٱ ْاﻮُﻌﯿَِطأ ْآُﻮﻨَﻣاَء َﻦﯾِﺬﱠﻟٱ َﺎﮭﱡَﯾٓﺄ َٰﯾ َﻰِﻟإ ُهو ﱡدَُﺮﻓ ٖءۡﻲَﺷ ِﻲﻓ 
 ِ ﱠͿٱ َۡﺣأَو ٞﺮۡﯿَﺧ َِﻚﻟ َٰذ ِۚﺮِﺧٓۡﻷٱ ِمَۡﻮﯿۡﻟٱَو ِ ﱠͿﭑِﺑ َنُﻮﻨِﻣُۡﺆﺗ ُۡﻢﺘﻨُﻛ ِنإ ِلﻮُﺳ ﱠﺮﻟٱَو ًﻼﯾِوَۡﺄﺗ ُﻦَﺴ٥٩                          
Terjemahnya:
    “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
                                                          
6 Haboddin Muhtar, “karaeng dalam pusaran politik (studi kasus di kabupaten jeneponto”, 
Skripsi (yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, 2009), h. 3 
7Perintah untuk menaati Allah Swt, yakni menjalankan perintah-Nya dan 
menjauhi larangan-larangannya. Perintah menaati Rasulullah Saw. Rasulullah Saw 
diutus dengan membawa risalah dari Allah Swt Yang wajib ditaati. Karena itu 
menaati Rasulullah Saw. Sama dengan menaati zat yang mengutusnya Allah Swt. 
Perintah menaati ulil amri adalah menaati ahli fikh. 7
Pilkada serentak tahun 2015 menandakan hak pilih masyarakat buruh tani 
dibatasi oleh keberadaan karaeng yang menjadi pemilik modal pertanian yang terjadi 
di Desa Bontomacinna Kec.Gantarang Kab.Bulukumba. Dimana para Buruh tani 
tidak menggunakan hak pilihnya karena ketergantungan pekerjaan dan penghasilan 
dari mata pencaharian sebagai buruh tani di lahan persawahan para karaeng tersebut. 
Maka dari itu sebagai karaeng yang memegang lahan persawahan mereka bisa 
menjadi alat untuk mendapatkan suara terbanayak dalam pemilihan bupati yang 
didukung oleh karaeng di desa tersebut.
Negara Indonesia adalah penyatuan dari kerajaan dan kesultanan yang 
terbentang luas dalam nusantara dari sabang sampai merauke yang terbingkai dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga terbentuk suatu pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah dalam hirarki kekuasaan sistem pemerintahan Indonesia. Pada 
Masa Kerajaan dan Kesultanan sistem pemerintahan diatur oleh masing - masing raja 
atau sultan yang berkuasa dalam sebuah Kerajaan. Raja atau Sultan ini sesuai dengan 
adat istiadat yang berlaku dalam Kerajaan tersebut. Sehingga Raja/Sultan sebagai 
kepala pemerintahan pada saat itu sangatlah dihormati sehingga mereka dikenal 
                                                          
7 Departemen agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Asy syifa’, 2001), h. 77  
8dengan istilah golongan Bangsawan (Karaeng). Berakhirnya masa Kesultanan dan 
Kerajaan dan bergabungnya dalam Negara Republik Indonesia mengakhiri pula 
sistem pemerintahan kesultanan atau kerajaan di sebagian besar wilayah Indonesia 
yang artinya sistem pemilihan Kepala Daerah juga mengalami perubahan sejalan 
dengan perkembangan dinamika politik di Indonesia. Saat ini sistem pemilihan 
Kepala Daerah yang berlaku adalah pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh 
rakyat. Seperti yang dirumuskan dalam Undang - Undang Pemerintahan No 32 tahun 
2004 tentang pemertintahan daerah. Hal ini memberikan signal yang kuat bagi elit 
lokal pada Daerah Eks Kesultanan dan Kerajaan dalam hal ini kelompok Bangsawan 
(karaeng) untuk mempertahankan eksistensinya untuk kembali berkuasa sebagai 
pemimpin tertinggi pada pemerintahan Daerah. 8
Fenomena Pilkada serentak pada tahun 2015 dimenangkan oleh  pasangan 
A.Sukri Sappewali dan Tommy satria yang merupakan Bupati keturunan Karaeng
dari A.Sultan Dg.Raja dan A. Sappewali yang merupakan kakek dan bapak dari A. 
Syukri Sappewali. Sehingga Karaeng sebagai pemilik lahan pertanian memilih 
pasangan tersebut dan berpotensi mendapatkan suara terbanyak, karena selain sama-
sama keturunan Karaeng para pemilik lahan pertanian tersebut memiliki banyak 
buruh tani yang bisa ikut memilih pilihan yang mereka dukung. Karena salah satu 
persyaratan biasa tetap bekerja di sawah milik Karaeng tersebut yaitu dengan 
mengikuti pilihan calon Bupati  yang mereka dukung tesebut. Maka dari itu 
                                                          
8 Juanda Nawawi, “Strategi Kelompok Bangsawan Era Pemilihan Kepala Daerah Secara 
Langsung Oleh Rakyat Di Eks Kesultanan Buton 2014” Jurnal. Analisis Vol 3 No 3 (Desember 2014), 
h. 176
9keberadaan Karaeng mempengaruhi hak pilih buruh tani di Desa Bontomacinna Kec.
Gantarang Kab. Bulukumba. Ini membuktikan bahwa Buruh tani merupakan salah 
satu wujud dari rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki oleh 
Bangsa ini. Padahal sumber daya alam yang dimiliki bangsa   ini   cukup   
melimpah. Kualitas sumber daya yang rendah menghambat perkembangan 
perekonomian suatu bangsa.
Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasikan secara metafisis kepada Negara 
yang memungkinkan Negara dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhinya. 
Namun kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh Negara, sesuatu yang 
dapat diukur. Kekuasaan bagi dia ada dimana-mana, karena kekuasaan merupakan 
suatu dimensi dan relasi. Artinya, dimana ada relasi, disana ada kekuasaan. Kuasa itu 
muncul dari relasi-relasi antara pembagi kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak 
tergantung dari kesadaran manusia.9
Dalam pandangan hukum islam, Pemilu merupakan cara untuk memilih wakil 
rakyat dan merupakan salah satu bentuk akad perwakilan (wakalah). Hukum asal 
‘wakalah’ adalah mubah (boleh), dalilnya terdapat dalam hadits sahih dalam  
penuturan Jabir Bin Abdillah r.a. yang berkata
  
                                                          
9 Nanang Marono, Sosiologi Pendidikan Michael Foucault Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin 
Hukum dan  Seksualitas, (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 140
10
    ﱠِﻲﺑ  ﱠﻦﻟ  ُﺖَْﯿَﺗَﺄﻓ,  ََﺮﺒْﯿَﺧ, َﻰِﻟإ ﻮَﺟ ُﺮُﺨَْﻟﺎَﺟو  ُتْدَر  َأ :  َلَﺎﻗ ) ﺎَُﻤﮭْﻨَﻋ ﷲ َﻲِﺿَر اﷲ  ْﺑِﺪْﺒَﻋ ِِﺮﺑﺎَﺠ  ْﻦَﻋَو     
 ﱠﺢَﺻَو ًﺎﻘْﺳَو  َﺮَﺸَﻋ   َﺔَﺴْﻤَﺧ  ُﮫْﻨِﻣ  ْﺬَُﺨﻓ  , ََﺮﺒْﯿَِﺨﺑ ِﻲﻠِﯾآَو  َﺖَْﯿَﺗأ اَِذإ  :  َلَﺎَﻘﻓ ﻢﻠـــﺳو  ﮫـــﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠـــﺻ
                                                                                     ( ُﮫَﺣ  َدُو اَد ُﻮَﺑأ   ُهاَوَر )
Artinya :
“Diriwayatkan dari Jabir bin abdillah r.a. ia berkata : aku pernah hendak 
berangkat ke khaibar. lalu  aku menemui Nabi  saw. beliau kemudian bersabda:  
jika engkau menemui wakilku di khaibar, ambillah olehmu darinya lima belas 
wasaq”.  (HR. Abu Daud ).
Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari seseorang (Muwakkil) kepada 
penerima kuasa (Wakil) untuk melaksanakan suatu tugas atas pemberian kuasa.  Islam 
mensyari’atkan al-wakalah karena manusia membutuhkannya. Tidak semua orang 
mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusan sendiri. 
Pada suatu kesempata, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang 
lain untuk mewakili dirinya. 10
Pekerjaan sebagai buruh tani banyak dibutuhkan di Desa karena alasan bahwa 
banyaknya ketersediaan  lahan  pertanian  atau  sawah.  Akan  tetapi, tidak semua 
orang yang tinggal di desa tersebut memiliki sawah. Pemilik sawah membutuhkan 
tenaga buruh tani untuk menggarap sawahnya. Di sinilah akan timbul hubungan kerja 
yang saling membutuhkan antara pemilik sawah dan buruh tani. Pemilik sawah 
membutuhkan tenaga kerja Buruh tani untuk menggarap sawahnya, sedangkan buruh 
                                                          
10 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu’lu Wal Marjan, (Semarang: Al-Ridha, 2003), h. 263-
264
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tani sendiri juga membutuhkan pekerjaan tersebut untuk mendapatkan upah bagi hasil 
sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.11
Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah
Al-Qasas/28 : 25 yang berbunyi:
 ُﮫۡﺗَٓءﺎََﺠﻓ َﻰﻠَﻋ ﻲِﺸَۡﻤﺗ ﺎَُﻤﮭԩَٰﺪِۡﺣإ ٖٓءَﺎﯿِۡﺤﺘۡﺳٱ َۚﺎَﻨﻟ َﺖَۡﯿﻘَﺳ ﺎَﻣ َﺮَۡﺟأ ََﻚﯾِﺰَۡﺠِﯿﻟ َكﻮُﻋَۡﺪﯾ ِﻲَﺑأ ﱠِنإ َۡﺖﻟَﺎﻗ ُهَٓءﺎَﺟ ﺎ ﱠَﻤَﻠﻓۥ
 ِﮫَۡﯿﻠَﻋ ﱠَﺺﻗَو َﺺََﺼﻘۡﻟٱ َﻦِﻣ َتۡﻮََﺠﻧ ۖۡﻒََﺨﺗ َﻻ َلَﺎﻗ ِمَۡﻮﻘۡﻟٱ َﻦﯿِِﻤﻠ ٰﱠﻈﻟٱ٢٥                                      
Terjemahanya:
“Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu 
berjalan kemalu-maluan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu 
agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) 
kami". Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu´aib) dan menceritakan 
kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu´aib berkata: "Janganlah kamu takut. 
Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu".
Sesunggunya Orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada 
kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. As-sadi mengatakan Musa lebih 
berhak untuk dijadikan pegawai karena ia memiliki kekuatandan amanah, sebaik-
baiknya pegawai yang dipekerjakan adalah yang memiliki kekuatandan amanah. 
Kekuatan dan kemampuan untuk melakukan apa yang dikerjakan dan amanah dengan 
tidak melakukan penghianatan. Dua sifat ini mesti diperhatikan bagi seseorang yang 
akan mempekerjakan seseorang atau yang lainnya. Karena kekacauan, kerusakan, 
ketidak seimbangan hanya akan terjadi apabila tidak ada keduanya atau salah satunya. 
Dengan adanya kekuatan, kemampuan dan amanah pekerjaan itu akan sempurna, 
                                                          
11 Ahmad Ainun N, “Sistem Pemenuhan Kebutuhan Pokok Buruh Tani Desa Tegalsari 
Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi”, Skripsi (Jember: Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Jember 2015), h.7
12
utuh, tuntas dan selesai. Anaknya syuaib mengatakan demikian karena melihat 
bagaimana Musa memberikan air bagi keduanya untuk binatang ternak mereka 
dengan semangat dan vitalitas. Ia mengasihi mereka berdua dengan tidak 
mengharapkan manfaat/balasan dari mereka berdua. Musa membantu mereka karena 
mengharapak ridho Allah. 12
Hubungan patron klien terjadi karena adanya perbedaan status kedudukan 
yakni salah satu pihak mempunyai kedudukan yang lebih tinggi (superior) dan salah 
satu pihak mempunyai kedudukan yang lebih rendah (inferior). Adanya perbedaan 
status ini menjadikan satu bentuk pertukaran antara kedua belah pihak, baik secara 
ekonomi ataupun sosial termasuk perlindungan yang diberikan antara kedua belah 
pihak yang bersangkutan mengenai pola yang lebih lanjut mengenai pola hubungan 
patron-klien. Hubungan patron-klien sendiri mempunyai pengertian pertukaran 
hubungan atara kedua peran yang dapat dinyatakan  mengedepankan aspek 
kekerabatan atas kesepakatan dua pihak yang saling membutuhkan.13
Indonesia merupakan Negara pertanian, itu artinya sebagaian besar penduduk 
indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Hubungan yang terjalin diantara para 
petani tidak hanya sebatas hubungan kerja tapi meluas pada hubungan sosial dan 
patron-klien. Hubungan patron-klien merupakan salah satu brntuk hubungan 
pertukaran khusus. Dua pihak yang terlibat dalam hubungan pertukaran yang 
                                                          
12 Departemen agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Asy syifa’, 2001), h. 388 
13 Try Haryanto,”Hubungan Patron-Klien Dalam Industri Makanan Di Desa Sukoharjo”, 
Skripsi” (Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, 2013), hal. 4-6
13
mempunyai kepentingan yang hanya berlaku dalam konteks hubungan mereka. 
Hubungan patron-klien dicirikan sebagai hubungan dimana patron yang berkuasa dan 
kaya memberikan pekerjaan, perlindungan, insrastrutur, dan berbagai manfaat lainya 
kepada klien yang tidak berdaya dan miskin. Imbalannya, klien memberikan berbagai 
bentuk kesetian, pelayanan, dan bahkan dukungan politik kepada patron.14
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul: “KARAENG, PILKADA, DAN POLITIK BURUH TANI 
“(Studi Kooptasi Karaeng Terhadap Hak Pilih Buruh Tani Pada Pilkada 
Serentak Tahun 2105 Di Desa Bontomacinna, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba
                                                          
14 Andriani Saputri, “Patron Klien Antara Pemilik Lahan Dan Buruh Tani  Studi Pada Desa 
Sipangan Bolon Kec. Girsang Bolon Kab. Simalungun” Skripsi, (Medan: Jurusan Ilmu Sosial Politik, 
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, 2015), hal.80
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang di paparkan pada latar belakang di atas, maka 
penelitian ini mengacu pada pertanyaan dasar yang sekaligus merupakan 
permasalahan pokok yaitu bagaimana politik kooptasi Karaeng terhadap hak pilih 
buruh tani pada pilkada serentak tahun 2015 di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang  
Kab. Bulukumba? 
C. Tujuan dan Manfat Penelitian 
1. Berdasarkan pernyataan peneliti diatas, maka penelitian ini bertujuan: 
 untuk mengetahui bagaimana pengooptasian Karaeng terhadap hak 
pilih buruh tani pada pilkada serentak tahun 2015 di Desa
Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba 
2. manfaat penelitian 
a. Secara akademis
 Menjawab fenomena sosial-politik yang ada khususnya dalam 
perpolitikan lokal dan memperkaya kajian ilmu politik untuk 
perkembangan keilmuan, khususnya masalah hak pilih buruh tani pada 
pilkada serentak tahun 2015. 
 Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam 
memahami koptasi karaeng terhadap hak pilih buruh tani pada pilkada 
serentak tahun 2015  dan sebagai salah satu prasyarat memperoleh 
gelar sarjana ilmu politik.
15
b. Secara praktis 
 Untuk memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bulukumba agar hak pilih buruh tani di Desa Bontomacinna 
Kec.Gantarang, tidak dibatasi oleh keberadaan Karaeng melainkan 
diberi kebebasan dalam hak memilih guna tercapainya kesejahteraan 
dalam suatu Daerah.
D. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka berguna untuk membatu penulis dalam menganalisis dan 
memahami pengooptasian Karaeng terhadap hak pilih buruh pada pilkada serentak 
tahun 2015 di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. berikut ini 
adalah tinjauan pustaka yang hampir sama dengan judul   penelitian.
“Gerakan Serikat Buruh Dengan Penolakan Batasan Hak Pilih (Studi 
Serikat Buruh Di Kabupaten Gresik  Tahun 2011)”, oleh Ade Setiawan. Skripsi 
ini membahas mengenai Gerakan sosial buruh merupakan alat dan bentuk 
eksistensi serikat buruh untuk memperjuangkan hak-hak kaum buruh yang 
memiliki posisi tersendiri di antara kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Gerakan 
sosial buruh merupakan sebuah realitas sosial yang semakin marak pada 
perkembanagan zaman di indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap 
kebijakan pemerintah atau penentuah hak-hak kepada tempat buruh bekerja.
buruh pada saat ini di anggap oleh kebanyakan orang sama dengan pekerja, 
padahal dari dasar pengertiannya buruh berbeda dengan pekerja, buruh sendiri 
16
memberikan pengaruh yang besar dan baik dalam hal ekonomi maupun politik. 
Di dalam bidang ekonomi buruh sebagai unsur penggerak langsung 
perekonomian, karena tanpa adanya buruh maka pekerjaan seperti di pabrik dan 
perkebunan tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini yang menyebabkan hak pilih 
buruh dibatasi dalam hak-haknya untuk memilih. Maka perlu diketahui 
bagaimana perilaku buruh tersebut dikehidupan politik. 15
Terdapat perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis dimana pada 
skripsi ini membahas mengenai pembatasan hak-hak pilih buruh disebabkan 
karena buruh sebagai penggerak perekonomian seperti buruh pabrik dan buruh di 
perkebunan. Dan berkaitan dengan bagaimana perilaku memilih para buruh 
tersebut dalam pemilihan. Sedangkan penulis, meneliti tentang politik kooptasi 
Karaeng terhadap hak pilih buruh tani pada pilkada serentak tahun 2015 di Desa 
Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. Diamana hak pilih buruh 
dibatasi oleh karaeng karena adanya hubungan kerja sama antara Karaeng
sebagai pemilik lahan pertanian dan buruh tani sebagai pekerja atau buruh pada 
lahan pertanian Karaeng tersebut. 
“Genealogi Konflik Agraria Di Polongbangkeng Takalar Tahun 2014”, oleh 
Taufik Ahmad. Skripsi ini membahas mengenai Pada dekade awal reformasi, 
konflik agraria meningkat secara dramatis dan tersebar di berbagai sektor 
                                                          
15 Ade Setiawan, “ Gerakan Serikat Buruh Dengan Penolakan Batasan Hak Pilih (Studi 
Serikat Buruh Di Kabupaten Gresik Tahun 2011)”, Skripsi (Gresik: fakultas Ilmu Sosial Dan  Ilmu 
Politik, Universitas Gresik, 2014), h. 3
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ekonomi: perkebunan, kehutanan pertambangan, bahkan pada brbagai proyek 
pembangunan pemerintah dan swasta. Konflik ini adalah salah satu isu strategi 
yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah, mengingat bahwa konflik 
agraria telah menelan banyak korban dan kerugian berbagai pihak. Dasar dari 
konflik agraria di era reformasi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari 
perkembangan politik dan ekonomi yang pada giliranya juga berdampak pada 
polarisasi politik dan ekonomi dalam masyarakat setempat. Keterlibatan para 
Bangsawan (Karaeng) yang memperoleh keuntungan bagi diri mereka dalam 
akusisi lahan pertanian, diikuti dengan melonggarkan hubungan patron-klien 
antara Karaeng dan petani menjadi genealogi konflik agraria pada priode-priode 
berikutnya. Melonggarnya hubungan antara petani dan Karaeng dipertajam oleh 
aliansi baru Karaeng dengan militer dan korporasi selama orde baru di satu sisi. 
Disisi lain petani di terpinggirkan oleh peran Karaeng dalam mendapatkan akses 
ekonomi, seperti pembatasan penggunan lahan kesempatan kerja di 
perusahaan.16
Terdapat perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis dimana pada 
skripsi ini membahas mengenai petani terpinggirkan oleh peran Karaeng sebagai 
birokrat dan korporasi dalam mendapatkan akses ekonomi, seperti pembatasan  
penggunan lahan kesempatan kerja di perusahaan. Sedangkan penulis, meneliti 
tentang politik kooptasi Karaeng terhadap hak pilih buruh tani pada pilkada 
                                                          
16 Taufik Ahmad, “Genealogi Konflik Agraria Di Polongbangkeng Takalar”, Jurnal 
Masyarakat Indonesia, Vol 4 No 2 (Desember 2014), h. 145
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serentak tahun 2015 di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. 
Dimana hak pilih buruh dibatasi oleh Karaeng karena adanya hubungan kerja 
sama antara Karaeng sebagai pemilik lahan pertanian dan buruh tani sebagai 
pekerja atau buruh pada lahan pertanian Karaeng tersebut. 
“Hubungan Patron-Klien Di Kalangan Petani Desa Kebonrejo Tahun 
2011”, oleh Rustinsyah. Skripsi ini membahas Komersialisasi pertanian 
menyebabkan terjadinya ketimpang sosial yang terjadi antara patron-klien, 
penelitian ini bertujuan menjelaskan pola hubungan patron-klien pada 
masyarakat petani, dimana terjadi antara petani kaya dan miskin. Hubungan 
patron-klien  dan petani untuk mendapatkan keamanan subsistensi, mengakses 
pasar, mendapatkan pekerjaan, dan modal. Disisi lain, patron mengharapkan 
ketersediaan tenaga kerja, suplai hasil pertanian dan mengembangkan kegiatan 
ekonomi.  17
Terdapat perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis dimana pada 
skripsi ini membahas mengenai Fenomena hubungan patron-klien dapat 
dipandang sebagai ekspolitasi karena adanya kewajiban klien untuk memberikan 
komisi penjualan hasil pertanian. Patron mempunyai peran yang sangat besar 
dalam menggerakkan kegiatan ekonomi di pedesaan karena memberikan 
subsistensi, capital, dan membuka kesempatan kerja di Desa. Sedangkan penulis, 
meneliti tentang politik kooptasi Karaeng terhadap hak pilih buruh tani pada 
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pilkada serentak tahun 2015 di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. 
Bulukumba. Diamana hak pilih buruh dibatasi oleh Karaeng karena adanya 
hubungan kerjasama antara karaeng sebagai pemilik lahan pertanian dan buruh 
tani sebagai pekerja atau buruh pada lahan pertanian Karaeng tersebut. Dimana 
hubungan kerjasamanya yakni hubungan timbal balik, seorang buruh harus tau 
balas budi kepada karaeng yang meberikan pekerjaan dengan menerima apabila 
hak pilihnya dibatasi oleh Karaeng.
“Strategi Kelompok Bangsawan Era Pemilihan Kepala Daerah Secara 
Langsung Oleh Rakyat Di Eks Kesultanan Buton 2014”, oleh Juanda Nawawi.
Skripsi ini membahas Untuk mempertahankan kekuasaan dalam politik lokal 
tentu saja kelompok bangsawan memerlukan strategi untuk meraih kemenangan 
dalam pemilihan kepala Daerah. adapun strategi politik yang dilakukan oleh 
golongan bangsawan ini yaitu strategi defensif (bertahan) dan strategi ofensif
(menyerang), strategi politik ini dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita politik 
tersebut. Di era Reformasi ini masyarakat telah pandai memilih pemimpinnya 
tentunya gelar kebangsawanan tidaklah cukup untuk membuat golongan 
bangsawan layak menjadi seorang pemimpin. Namun dibutuhkan pula 
peningkatan dalam segi akademik, dimana seorang pemimpin haruslah 
mempunyai pendidikan yang tinggi, Sehingga dengan memiliki pendidikan yang 
tinggi golongan bangsawan memiliki kualitas manusia yang baik dalam seluruh 
dimensinya, baik dimensi intelektual, emosional, maupun spiritual yang nantinya 
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mampu mengisi kehidupannya secara produktif bagi kepentingan dirinya dan 
masyarakat. Berdasarkan paparan tersebut dimana terjadi dominasi kelompok 
bangsawan dalam partai politik dan birokrasi serta hasil pemilihan umum di era 
pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat yang hasilnya semua kepala 
daerah terpilih di Kabupaten Buton dan Kota Baubau adalah berasal dari 
golongan Bangsawan. 18
Sedangkan penulis, meneliti tentang politik kooptasi Karaeng terhadap hak 
pilih buruh tani pada pilkada serentak tahun 2015 di Desa Bontomacinna Kec. 
Gantarang Kab. Bulukumba. Di mana hak pilih buruh dibatasi oleh Karaeng
karena adanya hubungan kerja sama antara Karaeng sebagai pemilik lahan 
pertanian dan buruh tani sebagai pekerja atau buruh pada lahan pertanian 
Karaeng tersebut.
“Hubungan Patron-Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan 
Tompobulu Kabupaten Gowa 2015”, oleh Aryudha Istiqlal G. Skripsi ini 
membahas konsep kekuasaan dan sistem pemerintahan yang pernah terjadi di 
Sulawesi Selatan  khususnya di Kabupaten Gowa (Tompobulu) mengindikasikan 
sebuah proses sosial yang bernilai luhur yang semenjak dahulu hingga beberapa 
zaman berikutnya tetap dipegang teguh sebagai nilai bersama tetapi dalam proses 
waktu mengalami sebuah dinamika khususnya dalam konteks politik misalnya 
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saja tentang rasionalisasi dan kepercayaan masyarakat terhadap menentukan 
sosok dan kriteria pemimpin atau penyelenggara kekuasaan, hal ini pula 
berhubungan dengan pola patron klien yang terjadi seiring waktu dan bentuk 
dinamikanya. 19
Penjelasan tentang pada periode tertentu terjadi pelapisan golongan sosial 
beserta implikasi dari pembentukan strata sosial seperti halnya dalam 
kepercayaan masyarakat terhadap golongan penguasa dan yang menjadi rakyat 
biasa atau pengikutnya, masyarakat dulu meyakini bahwa seseorang yang dipilih 
atau diangkat menjadi penguasa adalah berasal dari kaum Aristokrat/Bangsawan 
sampai pada hal penentuan pilihan masyarakat dalam pemilihan kepala desa 
namun sesuai dengan dinamika politik lokal mengindikasikan terjadinya sebuah 
pergeseran nilai. Sedangkan penulis meneliti politik kooptasi Karaeng terhadap 
hak pilih buruh tani pada pilkada serentak tahun 2015 di Desa Bontomacinna 
Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. Di mana hak pilih buruh dibatasi oleh 
Karaeng karena adanya hubungan kerja sama antara karaeng sebagai pemilik 
lahan pertanian dan buruh tani sebagai pekerja atau buruh pada lahan pertanian 
Karaeng tersebut.
Untuk membedakan 5 penelitian orang lain diatas maka penulis tertarik
membandingkan, menganalisis dan memahami penelitian orang lain sebelum 
meneliti mengenai politik kooptasi Karaeng terhadap hak pilih buruh tani pada 
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pilkada serentak tahun 2015 di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. 
Karena melihat dimana hak pilih Buruh tani di Desa tersebut dibatasi oleh Karaeng. 
Karaeng menggunakan lahan pertanianya sebagai alat untuk membatasi
(mengooptasi) para buruh menggunakan hak pilihnya dengan memilih calon yang
didukung oleh Karaeng,  para buruh tidak dapat menolak karena mereka bekerja di 
lahan pertanian Karaeng tersebut sebagai mata pencaharian untuk kehidupan sehari-
hari. Dan apabila buruh tidak mengikuti pilihan Karaeng konsekuensinya mereka 
harus berhenti bekerja sebagai buruh di lahan pertanian  Karaeng tersebut.  Sehingga 
penulis ingin meneliti masalah ini agar dapat menemukan solusi dalam masalah ini 
yang mencakup sebahagian besar masyarakat di Desa tersebut dan merupakan 




Teori dapat diartikan sebagai sejumlah gagasan yang status dan asalnya 
bervariasi dan dapat dipakai untuk menjelaskan atau menafsirkan fenomena. Pada 
penelitian ini penulis menggunakan 3 teori untuk menjelaskan dan menganalisis 
mengenai politik kooptasi Karaeng terhadap hak pilih buruh tani pada pilkada 
serentak tahun 2015 di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. 
A. Teori Strukturasi Anthony Giddens 
Teori strukturasi mengulas tentang agen struktur. Dalam teori ini ada 
pengaruh Marxian dan melihat the constitusion of society sebagai cerminan 
dictum integratif yang melekat dalam pemikiran Marx. Strukturalisme dan 
fungsionalisme menekankan keunggulan keutuhan sosial atas bagian-bagian 
individualnya (yakni aktor-aktor konstituennya, subjek-subjek manusia). 
Teori strukturasi memusatkan pada praktik sosial yang berulang itu yang ada 
pada dasarnya adalah sebuah teori yang menghubungkan antara agen dan struktur 
keduanya. Antara agen dan struktur tidak dapat dipisahkan. Titik tolak 
analisisnya adalah tindakan manusia, aktivitas “bukanlah dihasilakan sekali oleh 
aktor sosial, tetapi secara terus menerus mereka menciptakan ulang melalui 
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aktivitas mereka, agen meciptakan kondisi yang memungkinkan aktivitas ini 
berlangsung”. 20
Manusia adalah sebagai subjek dan pelaku sebagai dualitas yang saling 
mendukung. Manusia adalah subjek yang aktif dan kreatif, manusia adalah 
boneka ciptaan aturan-aturan dan struktur-struktur eksternal. Strukturasi sebagai 
aturan dan sumber daya, dengan kata lain struktur sebagai perangkat aturan dan 
sumber daya meghasilkan resiko tertentu yang jelas, yakni kesalahan interpretasi 
yang disebabkan adanya dominasi pengunaan istilah ‘aturan’ tertentu dalam 
literatur filsafat:
1. Aturan kerap dianggap berhubungan dengan permainan, sebagai preskipsi 
yang diformalkan
2. Aturan kadang dilihat dalam bentuknya yang tunggal, seakan bisa 
dikaitkan dengan kekhususan perilaku tertentu.
3. Aturan tidak dapat dikonseptualisasikan terlepas dari adanya sumber daya 
4. Aturan menyiratkan prosedur-prosedur metodis interaksi sosial.
5. Aturan memiliki dua aspek yang perlu dibedakan secara konseptual.
Konsep tentang sistem dan strukturasi akan lebih banyak berperan karena 
strukturlah yang bisa menggunakannya. “struktur” tidak hanya mengacu pada 
aturan-aturan yang dilibatkan dalam produksi dan reproduksi sistem-sistem 
sosial, namun juga pada sumber daya. Giddens melihat sentralitas waktu dan 
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ruang, sebagai poros yang menggerakkan teori strukturasi dimana sentralitas 
waktu dan ruang menjadi kritik atas statik melawan dinamik maupun stabilitas 
melawan perubahan, waktu dan ruang merupakan unsur konstitutif tindakan dan 
pengorganisasian masyrakat. Perubahan itu dapat terjadi bila agen dapat 
mengetahui gugus mana dari struktur yang bisa ia memasuki dan dirubah, gugus 
tersebut antara lain signifikansi, dominasi, dan legitimasi. 21
Teori strukturasi Anthony Giddens berkaitan dengan masalah yang diteliti 
oleh penulis yaitu politik kooptasi Karaeng terhadap hak pilih buruh tani pada 
pilkada serentak tahun 2015 di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. 
Bulukumba. Dimana pengooptasian hak pilih buruh disebabkan karena hubungan 
kerjasama antara Karaeng dan buruh yaitu hubungan timbal balik antara 
Karaeng sebagai pemilik lahan dan buruh sebagai penggarap lahan Karaeng.  
Teori stukturasi menyangkut masalah aturan, dimana para buruh diatur dan 
dirampas haknya dalam memilih oleh Karaeng tersebut. 
B. Teori Kekuasaan Michael Foucault
Kekuasaan sebagai refleksi kebudayaan dan filosofinya. Filsafat politik 
tradisional selalu berorientasi pada soal legitimasi. Kekuasaan adalah sesuatu 
yang dilegitimasikan secara metafisis kepada negara yang memungkinkan 
Negara dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhinya. Namun kekuasaan 
bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh Negara, sesuatu yang dapat diukur. 
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Kekuasaan bagi dia ada dimana-mana, karena kekuasaan merupakan suatu 
dimensi dan relasi. Artinya, dimana ada relasi, disana ada kekuasaan. Kuasa itu 
muncul dari relasi-relasi antara pembagi kekuatan, terjadi secara mutlak dan 
tidak tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi, 
stategi ini berlangsung dimana-mana dan disana terdapat sistem aturan, susunan 
dan regulasi. Kekuasaan tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan 
menentukan susunan, aturan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan 
semuanya terjadi.22
Kekuasaan menurut Foucault, tidak dipahami dalam konteks pemilikan oleh 
suatu kelompok institusional sebagai suatu mekanisme yang memastikan 
ketundukan warga Negara terhadap Negara. Kekuasaan juga bukan mekanisme 
dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang 
mendominasi dengan yang didominasi atau yang Powerful dengan Powerless.
Kekuasaan bukan seperti halnya bentuk kedaulatan suatu Negara atau institusi 
hukum yang mengandaikan dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap 
individu atau kelompok. Dengan demikian, kekuasaan mesti dipahami sebagai 
bentuk relasi kekuatan permanen yang dalam ruang dimana kekuasaan itu 
beroperasi. Kekuasan mesti dipahami sebagai sesuatu yang melenggengkan relasi 
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Disiplin Hukum dan  Seksualitas, (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 138
27
kekuatan itu, yang membentuk rantai atau sistem dari relasi itu, atau justru yang 
mengisolasi mereka dariyang lain dari relasi itu kekuatan. 23
Pengetahuan dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik. 
Penyelenggaraan kekuasaan terus akan menciptakan entitas pengetahuan, begitu 
pun sebaliknya penyelenggaraan pengetahuan akan menimbulkan efek 
kekuasaan. Namun kekuasaan dipahami dan dibicarakan sebagai daya atau 
pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk memaksakan 
kehendaknya kepada pihak lain. Dalam konteks ini kekuasaan diartikan secara 
refresif dan kadangkala opresif . yakni adanya dominasi antara subjek dan objek 
kekuasaan. 24
Kekuasaan tidak dimiliki dan dipraktekkan dalam suatu ruang lingkup 
dimana ada banyak posisi yang secara strategi berkaitan antara satu dengan yang 
lain. Karena kekuasaan menyebar tanpa bisa dilokalisasi dan meresap ke dalam 
seluruh jalinan perhubungan sosial. Kekuasaan beroperasi dan bukan dimiliki 
oleh oknum siapa pun dan relasi-relasi pengetahuan, ilmu lembaga-lembaga. 
Sifatnya bukan represif, melainkan menormalisasikan susunan-susunan 
masyarakat. Kekuasaan tersebut beroperasi secara tidak sadar dalam jaringan 
kesadaran masyarakat. Karena kekuasaan tidak datang dari luar tapi menentukan 
susunan, aturan-aturan, hubungan-hubungan itu dari dalam.  Setiap masyarakat 
mengenal strategi kuasa yang menyangkut kebenaran. Beberapa diskursus 
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diterima dan diedarkan sebagai benar,  ada instansi-instansi yang menjamin 
perbedaan antara benar dan tidak benar. Ada macam-macam aturan dan prodesur 
untuk memperoleh dan menyebarkan kekuasaan. Pengetahuan dan kekuasaan 
mempunyai hubungan timbal balik, penyelenggaraan kekuasaan terus menerus 
akan menciptakan entitas penegetahuan, begitupun sebaliknya penyelenggara 
pengetahuan akan menimbulkan efek kekuasaan. 25
Teori kekuasaan Foucault berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh 
penulis yaitu politik kooptasi Karaeng terhadap hak pilih buruh tani pada pilkada 
serentak tahun 2015 di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. 
Dimana kekuasaan yang dimaksud pada penelitian ini kekuasaan ada ditangan 
Karaeng sebagai pemilik lahan pertanian dan Karaeng menggunakan lahnnya 
sebagai alat untuk menguasaai para buruh tani tersebut dengan membatasi hak 
pilih mereka dengan alasan hubungan kerjasama antara Karaeng dan Buruh tani. 
C. Teori Patron-Klien
Istilah ‘patron’ berasal dari ungkapan bahasa spanyol yang secara etimoligis 
berarti “seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status,  wewenang dan 
pengaruh. Sedangkan ‘Klien’ berarti bawahan atau orang yang diperintah dan 
disuruh. 26
Hubungan Patron-klien dikalangan orang bugis dapat ditemukan pada 
hubungan yang terjati antara seseorang yang disebut ajoareng dengan joa. 
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Ajoareng adalah seseorang yang menjadi ikatan atau panutan.  Dia ini bisa 
disebut seorang Punggawa, Aru, Karaeng ataupun pemuka masyarakat lainnya. 
Dia seorang pemimpin yang menjadi pusat atau poros kegiatan orang-orang di 
sekitarnya, yang kemauan serta kehendaknya diikuti dengan patuh oleh mereka 
yang menjadi pengikut setianya. Dalam masyarakat makassar ajoarangeng atau 
patron tersebut adalah para Karaeng atau anakaraeng, dan joa-joanya disebut 
ana’-ana’ atau tau-taunna (klien), yang dengan sukarela menjadi pengikut 
mereka merupakan keturunan dari pengikut-pengikut sebelumnya. Orang 
Sulawesi-Selatan sendiri menyebut hubungan antara Karaeng dengan Taunna 
sebagai pengikut. Relasi patron klien ini mampu bertahan di Sulawesi-Selatan 
dalam kurung waktu yang begitu lama, dimana berbagai perubahan sosial 
maupun politik telah banyak terjadi. 27
Seorang Karaeng memang mempunyai kewajiban untuk memenuhi 
kebutuhan ana’-ana’nya atau para pengikutnya. Dia memberi bantuan dengan 
menyediakan sawah atau tanah untuk digarap, bibit padi, kerbau untuk 
membajak. Seorang pengikut seringkali juga terlibat dalam perselisihan, karena 
telah melakukan pelanggaran atau karena dia merasa dirugikan oleh seseorang, 
maka dia akan melaporkan masalhnya tersebut kepada Karaeng.28  
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Persoalan perbedaan kedudukan antara Bangsawan dan orang biasa, atau 
pelapisan sosial yang berlaku dalam masyarakat Sulawesi-Selatan, perhatian 
perlu kita arahkan pada soal wujud sistem tersebut serta bagaimana orang 
menciptakannya. Artinya, kriteria apa yang dipakai oleh masyarakat Sulawesi-
Selatan, terutama dalam masyarakat Makassar dan Bugis, kaum Bangsawan 
dikenal dengan gelar Karaeng atau aru’ yang diartikan sebagai ‘Raja’ sedangkan 
kerabat-kerabatnya atau keturunannya desebut anakaraeng atau anakarung. 29
Mengingat pembicaraan menyangkut masyarakat yang hidup dari bertani, 
maka perbedaan yang dicari tentunya yang berhubungan dengan soal 
kepemilikan tanah. Penentuan tanah sebagai ukuran ternyata sesuai dengan 
pandangan masyarakat disana mengenai apa yang dimaksud dengan kaya, seperti 
tampak dikalangan Karaeng.  Dalam pemilikan tanah masyarakat Sulawesi-
Selatan mengenal adanya tanah milik pribadi dan tanah komunal. Tanah yang 
tergolong milik pribadi misalnya sawah, kebun, ladang, dan kolam ikan, sedang 
tanah komunal yaitu hutan-hutan.30
Hubungan kerjasama Karaeng dan buruh tani disebut dengan pola 
patronase, yaitu hubungan kerjasama yang membedakan antara patron (atasan) 
san klien (bawahan). Dimana patronase mempunyai ciri-ciri tertentu yaitu , tidak 
adanya persamaan dalam pertukaran, adanya sikap tatap muka, sifatnya yang 
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luwes dan meluas. Namun terdapat ketimpangan karena patron berada dalam 
posisi pemberi barang dan jasa sedangkan klien mempunyai rasa wajib membalas 
pada patron. Hal ini yang sering menjadi salah satu indikator untuk 
menggambarkan proses sosial dan politik setempat pada konteks Pilkada, 31
Teori Patron-klien berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis yaitu 
politik kooptasi Karaeng terhadap hak pilih buruh tani pada pilkada serentak 
tahun 2015 di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. Dimana 
hubungan patron-klien sangat erat kaitannya dengan  pengooptasian Karaeng 
terhadap hak pilih buruh tani yang dibatasi karena alasan kerjasama antara 
patron-klien antara Karaeng dan buruh tani. Kerjasamanya yaitu hubungan 
timbal balik antara karaeng dan buruh. Karaeng sebagai pemilik lahan pertanian
membutuhkan buruh tani untuk menggarap lahan pertaniannya, sedangkan buruh 
membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kehidupannya. Sehingga hubungan 
timbal balik inilah yang menjadi alasan Karaeng membatasi hak pilih para buruh. 
                                                          
31 Rustinsyah, “Hubungan Patron-Klien Dikalangan Petani Desa Kobenrejo”, Skripsi




Secara sistematis metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 
sebagai berikut:
A. Jenis dan lokasi penelitian 
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualiatif. 
Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang mendeskripsikan 
peristiwa atau kejadian, perilaku atau orang atau suatu keadaan pada tempat 
tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. pendekatan deskriptif 
merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan, memahami, 
dan menafsirkan makna suatu peristiwa tingkah laku manusia dalam situasi 
tertentu serta menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.32
Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan tujuan menggambarkan 
bagaimana politik kooptasi Karaeng terhadap hak pilih buruh tani pada 
pilkada serentak tahun 2015 di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. 
Bulukumba. Penelitian ini bercorak deskriptif karena yang disajikan adalah 
data-data deskriptif sehingga penelitian ini lebih bersifat analisis desktiptif, 
maka peneliti akan menggunakan atau menerapkan pradigma kualitatif dalam 
penelitian ini. 
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Sebagaimana oleh, creswell(2012) menyatakan, bahwa peneliti kualitatif 
berarti proses eksplorasi dan memahami makna dan menggambarkan masalah 
sosial atau masalah kemanusiaan.33
Pendekatan kualitatif digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian 
hal ini karena pendekatan kualitatif sesuai untuk diterapkan karena bertujuan 
untuk memahami makna yang mendasari tingkah laku manusia. 34
B. Sumber Data 
1. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh peneliti di lapangan, melalui 
observasi dan wawancara dengan informan- informan kunci yang dapat 
membantu memberikan informasi mengenai masalah yang teliti penulis 
yaitu studi  terhadap politik kooptasi Karaeng terhadap hak pilih buruh 
tani pada pilkada serentak tahun 2015 di Desa Bontomacinna 
Kec.Gantarang Kab. Bulukumba. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui telaah pustaka 
melalui buku, jurnal, koran dan sumber informasi lainnya yang erat 
kaitannya dengan masalah penelitian ini.
Cara kerja penelitian ini yaitu penulis mengumpulkan berbagai data 
kualitatif melalui sumber-sumber dokumen, catatan yang mengandung 
                                                          
33 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, 
Penelitian Tindakan Penelitian Evaluasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 347
34 Bagong Suyanto Dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta:KECANA 2005), h.174
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petunjuk. Dalam hal ini penulis mengolah data dari berbagai literatur, 
buku, jurnal, dan tulisan yang berhubungan dengan penelitian. 
C. Subjek/ Objek penelitian
a) Untuk mengumpulkan data, telah ditentukan para informan yang akan 
memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti
b) Informan merupakan penduduk Kabupaten Bulukumba. Informan yang 
akan penulis wawancarai adalah sebagai berikut:
1. Kepala Desa Bontomacinna H.A. Mulhaeriddin Djabbar, S. Ag
2. Karaeng Pemilik lahan pertanian di Desa Bontomacinna
 H. A. Najamuddin, MBA
 Dra. Hj. A. Ratna 
 Hj. A. Nimrah, S.Pd
3. Buruh Tani 
 Abd. Hakim selaku buruh tani di Desa Bontomacinna
 Abu Nawas selaku buruh tani di Desa Bontomacinna 
 Sahering selaku buruh tani di Desa Bontomacinna 
 Uding selaku buruh tani di Desa Bontomacinna
4. Masyarakat Desa Bontomacinna 
 H.A. Haerudding 
 H. Bukke 
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D. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 
penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, sember dan 
pengaturan. Dalam penelitian perolehan data sangat luas  serta mendalam, maka 
perlu diklasifikasikan upaya yang dilakukan penelitian ini, anatara lain sebagai 
berikut:
1) Observasi
Observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung di 
lapangan untuk mengetahui hal yang berhubungan dengan masalah 
penelitian ini yang dimaksud untuk mengetahui objektivitas dari kenyataan 
yang ada tentang keadaan dan kondisi objek yang akan diteliti. Penggunaan 
tekni observasi ini dimaksudkan untuk mengungkapkan fenomena yang 
tidak diperoleh melalui wawancara. 
Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi  atau pengamatan 
secara langsung di Desa Bontomacinna Kec.Gantarang Kab. Bulukumba 
sebagai objek meneliti dan sekaligus tempat penulis tinggal sehingga 
mempermudah penulis dalam melakukan pengamatan untuk mengumpulkan 
data-data tentang pengooptasian hak pilih buru tani oleh Karaeng sebagai 
pemilik lahan. 
2) Wawancara 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam peneliti ini salah 
satunya dengan wawancara mendalam dengan informan yang dipilih 
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berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut mengetahui dan dapat 
memberikan penjelasan tentang permasalahan yang dikaji oleh peneliti.
Wawancara dilakukan dengan mengikuti petunjuk pedoman wawancara 
yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti.
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti 
dengan Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 
informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunankan 
pedoman wawancara, dimana pewawancara terlibat dalam kehidupan sosial 
yang reatif lama.35
Teknik wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu 
dengan pedoman pertanyaan memungkinkan pewawancara untuk menggali 
topik kunci yang sama dari informan. peneliti membuat/menyusun beberapa 
pertanyaan yang berkaitan dengan judul penelitian penulis tentang Karaeng, 
Pilkada Dan Politik Buruh Tani (Studi Terhadap Politik Kooptasi Karaeng 
Terhadap Hak Pilih Buruh Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 Di Desa 
Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba). Dimana penulis 
melakukan pertemuan dengan narasumber/informan dan melakukan 
wawancara dengan memberikan pertanyaan yang tidak langsung masuk ke 
inti persoalan, melainkan membiarkan informan memberikan penjelasan atau 
uraian mengenai masalah yang diteliti oleh penulis. 
                                                          




Studi Literatur adalah cara yang dipakai penulis dalam penelitian Karaeng, 
Pilkada Dan Politik Buruh Tani (Studi Terhadap Politik Kooptasi Karaeng 
Terhadap Hak Pilih Buruh Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 Di Desa 
Bontomacinna Kec. Gantarang Kab.Bulukumba) untuk mengimpun data-data 
atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam 
penelitian ini. Studi literatur yang dipakai penulis adalah jurnal, buku, 
dokumentasi, internet, dan pustaka.
E. Teknik Analisis Data
Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, 
pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi 
data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.36
Data-data yang sudah diperoleh kemudian dilakukan dengan cara 
mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak 
semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan 
penjelasan secukupnya.37
Pada tahap ini penulis telah melakukan pula proses penyeleksian, 
penyederhanaan, pemfokusan dan pengabstraksian data dari data yang 
terkumpul. Proses ini telah penulis lakukan dengan lebih mudah pada saat 
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penelitian karena telah membuat singkatan, kategorisasi, memusatkan tema 
serta menentukan batas-batas permasalahan yang diajukan kepada para 
informan. Tahap selanjutnya penulis melakukan sajian data yakni suatu 
susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat 
dilakukan. Dengan melihat sajian data, penulis dapat lebih memahami 
berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu 
pada analisis maupun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut.38
Dalam pengolahan data yang penulis menggunakan 3 macam 
metode, karena untuk mencapai apa yang diinginkan, maka penulismengolah 
data yang selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk konsepyang dapat 
mendukung objek pembahasan dalam penulisan ini. Metode penulisan yang 
digunakan adalah sebagai berikut:
1. Metode induktif, menganalisis data yang bertolak dari hal-hal 
yang bersifat khusus untuk selanjutnya mengambil kesimpulan 
yang bersifat umum
2. Metode deduktif, yakni analisis data yang didasarkan pada hal-hal 
yang bersifat umum, kemudian mengambil kesimpulan yang 
bersifat khusus. 
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3. Metode komparatif,  yaitu metofe yang memecahkan masalah 
yang membandingkan antara suatu data dengan data yang lain, 
kemudian menarik kesimpulan 39
Dalam penelitian ini penulis menyelesaikan penelitian politik 
kooptasi karaeng terhadap hak pilih buruh tani pada pilkada serentak tahun 
2015 di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. Dengan
memfokuskan penelitiannya dengan kasus pengooptasian Karaeng terhadap 
hak pilih buruh tani pada pilkada serentak tahun 2105 di Desa Bontomacinna 
Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. Upaya penyajian data  yaitu kegiatan 
ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memudahakan penulis untuk 
menarik kesimpulan selama berada di lapangan. Menyimpulkan data-data 
yang diperoleh dari informan dengan keadaan yang terjadi selama meneliti. 
Penulis juga menggunakan analisis genelogi dimulai dengan penyelidikan 
atau pengamatan mengenai hubungan patron-klien (kerjasama) antara 
Karaeng sebagai pemilik lahan pertaniaan dan buruh sebagai penggarap 
lahan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi penelitian 
1. Gambaran Umum Desa Bontomacinna 
Desa Bontomacinna adalah bagian dari Kecamatan Gantarang 
Kabupaten Bulukumba memiliki potensi yang cukup baik dalam bidang 
pertanian dan sebagai Desa yang sangat subur, Daerah Pemerintahan yang 
masuk dalam wilayah Kecamatan Gantarang yang beriklim tropis yang 
berpenduduk ±4.860 jiwa terdiri dari 85% berprofesi sebagai petani dan 
selebihnya berprofesi pedagang, pengusaha, dan Pegawai Negeri Sipil. Desa 
Bontomacinna di sebelah utara berbatasan dengan Desa Bialo, di sebelah 
timur berbatasan dengan Desa Jalanjjang, di sebelah selatan berbatasan 
dengan Desa Bontomasila, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa 
Padang. 40
a. Keadaan sosial (jumlah penduduk) 
Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2015 maka jumlah 
penduduk di Desa Bontomacinna adalah 4.864 jiwa yang terbagi atas 2.384 
jiwa laki-laki dan 2.480 jiwa perempuan yang tersebar di 1.349 KK.41
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b. Kondisi ekonomi 
Kondisi perekonomian Desa Bontomacinna yaitu dilihat dari mata 
pencaharian masyarakatnya yang 85% berprofesi sebagai petani di jadikan 
sumber penghidupan bagi masyarakat.  Dimana pemilik sawah sebanyak 264 
orang, penggarap sebanyak 498 orang, dan buruh Tani sebanayak 168 orang. 
Disamping itu sebahagian masyarakat Desa Bontomacina bekerja sebagai 
pedagang dan berternak.
c. Tingkat pendidikan 
Peningkatan kualitas manusia sangat mutlak dibutuhkan secara 
berkesinambungan. Oleh karena itu pendidikan apapun itu bentuknya paerlu 
ditata terus menerus dan oleh karena itu perlu perluasan kesempatan belajar 
dibuka seluas luasnya tanpa menbeda-bedakan untuk mencapai pendidikan 
yang maksimal. Perlu perhatian seluruh elemen agar semua masyarakat dapat 
menikmati pendidikan khususnya masyarakat Desa Bontomacinna. Di Desa 
Bontomacinna terdapat 3 sekolah Dasar yang menampung sebanyak 450 
siswa, 1 Madrasah Tsanawiyah yang menampung sebanyak 230 siswa dan 1 
Madarasah Aliyah yang menampung sebanyak 105 siswa. 
d. Sarana dan Prasarana Desa
Sarana transportasi di Desa Bontomacinna terjamin karena wilayah 
tersebut merupakan salah satu daerah di Kabupaten Bulukumba yang 
infrastrukturnya sudah memadai sehingga alat transportasi yang bisa 
digunakan yaitu ojek dan sewa mobil angkutan umum. Dengan jarak tempuh 
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ke kecamatan 7 Km, jarak tempuh ke Kaupaten/Kota 12 Km, dan jarak 
tempuh ke ibu kota Provinsi 156 Km. 42
Tabel 1.1 : Data perangkat Desa Bontomacinna
No Nama Jabatan Alamat
1. H.A. Mulhaeriddin Djabbar S. Ag Kepala Desa Dusun Makbar 
2. Mukhlis Sekertaris Desa Dusun makkaninong 
3. Andi Tasbiah, SE K. keuangan Dusun Makbar
4. Andi. Syafri, SE K. Kesra Dusun Tamangingisi
5. Gusnawati K. pemerintahan Dusun Makkaninong
6. Muhammad Tasri K. Umum Dusun Makkaninong
7. A. Syansuddin Kadus makkaninong Dusun Makkaninong
8. A. Muh. Agus Kadus Makbar Dusun Makbar 
9. A. Roslang Kadus tamangingisi Borong Paoe 
10. A. Muh. Ansar Kadus polewali Dusun Polewali
11. H. Hasiruddin Kadus Kp.Baru Kp. Baru 
Sumber: Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun 2015 
Dapat dilihat dari tabel diatas memberikan informasi mengenai data perangkat 
Desa Bontomacinna yang bekerja di Kantor Desa dan sebagai aparat pemerintah.43
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2. Gambaran Umum Kecamatan Gantarang 
Gantarang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bulukumba, 
Sulawesi Selatan. Kecamatan Gantarang adalah salah satu dari 10 kecamatan 
di Bulukumba. Kecamatan Gantarang awalnya menyatu dengan kecamatan 
Kindang tetapi kemudian dimekarkan menjadi dua kecamatan. Meskinpun 
sudah dimekarkan, kecamatan Gantarang tetap tercatat paling banyak 
penduduknya diantara 10 kecamatan lainnya. Di Kecamatan Gantarang terdiri 
dari 20 Desa dan kelurahan. Pada pilkada serentak di Bulukumba tahun 2015 
yang lalu, Kecamatan Gantarang menjadi kecamatan sangat diperhitungkan 
oleh kandidat dalam memenangkan pilkada, karena Kecamatan Gantarang 
Merupakan Kecamatan dengan jumlah DPT terbanyak dari kecamatan 
lainnya. 44
                                                          
44 http://bulukumbakab.go.id/indeks.php/selayang-pandang/letak-geografis diakses pada 
tanggal 15 April 2017, pukul 12.50 wita. 
44
Tabel 2.1 : Data tentang Jumlah DPT








8 Rilau Ale 36,255
9 Ujung Bulu 40,028
10 Ujung Loe 35,371 
Jumlah 365,990 
      Sumber: Data KPU Bulukumba  2015 
Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa kecamatan gantarang adalah 
kecamatan yang paling tinggi pemilih tetap diantara beberapa kecamatan yang 
lain. Sehingga karaeng berperan penting dan memiliki peluang besar dalam 
memperoleh suara di Kecamatan Gantarang selain pemilih tetapnya yang 
tinggi rata-rata dari mereka berprofesi sebagai Petani dan Buruh Tani. 45
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B. Kooptasi, Karaeng, Buruh Tani, Hubungan Patron-klien
1. Konteks Politik Kooptasi Karaeng
Menurut Charles Horton Cooley Kooptasi berasal dari bahasa inggris 
(Co-optation) yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam 
kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi.46
Kooptasi adalah pemilihan anggota baru dalam suatu organisasi.  
mengooptasi adalah melakukan kooptasi. Terkooptasi adalah dapat dipilih. 
Pengooptasian adalah proses, cara, pembuatan, dan perampasan. 47
Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait tentang 
konteks kooptasi politik karaeng dengan informan  bapak H. A. Haerudding 
selaku tokoh masyarakat di Desa Bontomacinna mengatakan bahwa: 
“Kurangnya pendidikan politik pada buruh pun memicu terjadinya 
masalah politik di Desa Bontomacinna karena mereka hanya berfikir 
bagaimana mereka memiliki pekerjaan, mata pencaharian dan 
pendapatan. Sedangkan tentang politik mereka menganggap bahwa 
ketika sudah berpartisipasi pada pemilihan umum itu sudah bagus 
sehingga mereka mengorbankan hak pilihnya di batasi oleh karaeng
tempat mereka bekerja. Tetapi ada juga yang sadar bahwa hak pilihnya 
dibatasi tapi mereka tetap mengikut karena tidak bisa melakukan 
perlawanan dan mereka terlibat hubungan kerjasama yang 
mengharuskan adanya imbalan kepada karaeng karena sudah diberi 
pekerjaan. Tapi imbalannya pembatasan atau perampasan hak pilih 
dalam pemilihan Bupati 2015. 48
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Dari hasil wawancara penulis dapat dikatakan bahwa saat ini 
pendidikan berpengaruh penting untuk masyarakat khusunya pendidikan 
menegenai politik untuk buruh Tani. Karena ketertarikan masyarakat dalam 
memilih pemimpin hanya sebatas memilih saja dan imbalannya mereka tetap 
memiliki pekerjaan. Tidak memikirkan dampak yang diperoleh beberapa 
tahun yang akan datang. Kooptasi yang terjadi antara Karaeng dan Buruh 
tani di Desa Bontomacinna merupakan suatu politik dengan usaha ke arah 
kerjasama yang dilakukan dengan menyepakati pemimpin yang akan ditunjuk 
untuk mengendalikan jalannya organisasi atau kelompok. Sebagaimana yang 
terjadi dengan hubungan kerjasama antara Karaeng sebagai pemilik lahan 
pertanian dan buruh tani, mereka tetap bekerjasama atau mempekerjakan 
buruh tani dilahannya dengan persyaratan ikut memilih calon Bupati yang 
didukung oleh Karaeng pada pemilihan Bupati Bulukumba tahun 2015. 
Dimana hak pilih buruh dibatasi oleh keberadaan karaeng sebagai pemilik 
lahan pertanian (sawah).  
Konteks politik kooptasi Karaeng yaitu disebut dengan pola 
patronase dimana hubungan kerjasama yang membedakan antara patron 
(atasan) klien (bawahan). Salah satu indikator untuk menggambarkan proses 
sosial dan politik setempat pada konteks Pilkada, dalam tataran nilai-nilai 
sosial yang telah ada sejak dahulu berlaku sebagai perbandingan telah 
mengalami pergeseran dan perubahan. Posisi khusus ditengah kehidupan
masyarakat pada priode waktu lama sejak dahulu sebagai implikasi 
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berlakunya nilai sosial yang berakar dan mengarah pada kalangan Karaeng
yang menjadi seorang patron memiliki pengaruh sekaligus pemilik akumulasi 
modal sosial dan politik di wilayah tersebut. 49
Hal ini berkaitan dengan teori yang di gunakan peneliti yaitu teori 
strukturasi anthony giddens dimana “struktur” tidak hanya mengacu pada 
aturan-aturan yang dilibatkan dalam produksi dan reproduksi sistem-sistem 
sosial, namun juga pada sumber daya. Kaitanya yaitu hubungan kerjasama 
antara Karaeng dan buruh tani bukan hanya sebatas hubungan pemilik dan 
penggarap melainkan petani di tuntut mengerjakan apa yang diperintahkan 
oleh karang sebagai pemilik lahan, seperti pembatasan (kooptasi) hak pilih 
dalam pilkada serentak tahun 2015 di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang 
Kab. Bulukumba. Bahkan buruh juga biasanya di perintah oleh Karaeng
untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak ada sangkut-pautnya dengan buruh 
tani seperti memperbaiki atap rumah yang Bocor, mengecat pagar, 
membersihkan halaman rumah, dan lain-lain. Intinya pekerjaan buruh tani 
tidak hanya sebagai buruh saja tetapi hubungan sosial. Buruh tidak 
melakukan penolakan karena mereka menganggap hal ini adalah hubungan 
timbal balik antara patro-klien.  Dan teori kekuasaan Michael foucault.
Kekuasaan bagi dia ada dimana-mana, karena kekuasaan merupakan suatu 
dimensi dan relasi. Artinya, dimana ada relasi, disana ada kekuasaan. Kuasa 
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itu muncul dari relasi-relasi antara pembagi kekuatan, terjadi secara mutlak 
dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. Maka dari itu Karaeng
menggunakan kekuasaannya sebagai pemilik lahan pertanian merupakan alat 
untuk mengkooptasi (membatasi) hak pilih para buruh tani di Desa 
Bontomacinna dalam pilkada serentak tahun 2015. Karena karaeng 
menganggap bahwa yang memiliki lahan pertanian itu adalah mereka dan 
buruh tani membutuhkan pekerjaan sebagai penggarap di lahan pertanian 
Karaeng tersebut.
2. Karaeng, Buruh Tani Dan Hubungan Patron-klien 
Pada masyarakat pedesaan yang tingkat perkembangan ekonominya 
belum maju dan didominasi oleh sektor pertanian, transformasi pertanian 
dapat dipandang sebagai cerminan transformasi masyarakat yang berada 
dalam Desa tersebut.
Moral ekonomi petani didasarkan atas norma subsistensi dan norma. 
Dimana ketika seorang petani mengalami suatu keadaan yang menurut 
mereka dapat merugikan kelangsungan hidupnya, maka mereka akan 
menjual dan menggadai harta benda mereka. Hal ini disebabkan oleh moral 
subsistensi. 50
Petani adalah manusia yang terikat sangat statis dan aktivitas 
ekonominya. Mereka dalam aktivitasnya sangat tergantung dengan norma-
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norma yang ada. Petani cenderung  mengalami ikatan patron-klien karena 
kondisi sosial ekonomi yang timpang dimana ada sebahagian orang yang 
menguasai sumber-sumber kehidupan, sementara yang lainnya tidak.  
hubungan yang terjadi anatara Karaeng dan buruh tani dapat dikatakan 
Hubungan patron klien meliputi hubungan timbal balik saling memberi dan 
menerima. Pemilik lahan dianggap lebih tinggi kedudukannya dari pada 
penyewah tanah dan penyewah tanah dianggap lebih tinggi dari pada buruh 
lepas, meskipun dari segi penghasilan mungkin tidak, masing-masing 
mewakili satu loncatan kuantum dalam kepercayaan terhadap subsistensi. 51
Ikatan patron klien antara Karaeng dan buruh tani ibarat dua sisi 
mata uang yang tidak terpisahkan. Desa berperan dalam mengatur distribusi 
sumber-sumber kehidupan yang tersedia di dalam Desa untuk menjamin 
tersedianya sumber-sumber kehidupan yang dibutuhkan warganya, 
sementara ikatan patron klien menjadi institusi yang memungkinkan 
terjadinya distribusi kekayaan, sumber-sumber kehidupan di dalam Desa, 
dari kaya kepada si miskin melalui praktek-praktek ekonomi dan pertukaran-
pertukaran sosial di antara warga Desa. Jaminan yang diberikan Desa dan 
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ikatan patron klien tertuju pada pemenuhan kebutuhan subsisten warga 
Desa.52
Keberadaan Karaeng dan buruh tani berhubungan dengan Patron-klien 
karena dengan adanya hubungan kerjasama antara Karaeng sebagai pemilik 
lahan pertanian membutuhkan buruh tani untuk menggarap sawahnya dan 
sebaliknya buruh membutuhkan pekerjaan atau mata pencaharian untuk 
melanjutkan hidup. 
Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait tentang 
Karaeng dan buruh tani dan hubungannya dengan patron-klien mengenai
peran pemerintah melihat fenomena hubungan kerjasama buruh tani dan 
Karaeng dengan informan H. A. Mulhaeriddin Djabbar, S.Ag ( H.A. Iccu’) 
Kepala Desa Bontomacinna mengatakan bahwa: 
“Saya sebagai kepala Desa melihat kerjasama antara keberadaan 
Karaeng sebagai pemilik lahan pertanian dan buruh tani yang yang 
terjalin di Desa Bontomacinna sekarang ini cukup baik karena 
masyarakat tidak penah protes ke aparat Desa tentang hubungan 
kerjasama, dimana Karaeng sebagai pemilik lahan pertanian 
membutuhkan buruh yang bisa menggarap sawahnya dengan baik, agar 
hasil yang diperoleh sesuai dengan luasnya lahan yang dikerja buruh. 
Dan dalam memilih atau merekrut buruh tani di Desa Bontomacinna 
berbeda-beda,  ada yang melihat dari kekeluargaan, mata pencaharian, 
dan keahlian. Aturan yang dikeluarkan pemilik lahan dalam menjalin 
kerjasama dengan buruh yaitu sistem bagi hasil dimana hasil panen 
dibagi dua. Dan mengenai proses penggarapan (passisi/pattaneng), 
pengadaan pupuk, bibit padi, dan pestisida di tanggung oleh para buruh 
tani, dan mengenai cara penggarapan sawah di desa ini bekerja sama 
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dengan pertania (kelompok tani), karena untuk penanggulangan hama di 
persawahan pertanian menyediakan racun (pestisida) yang lebih murah, 
jadi para buruh tidak mengalami kendala besar dalam penggarpan 
sawah. Dan Alhamdullillah, tidak pernah terjadi gagal panen karena 
kesalahan dalam penggarapan, tetapi biasanya hanya karena bencana 
alam. sedangkan melihat fenomena pemilihan umum di Desa 
Bontomacinna antara batasan hak pilih kurang transparan karena yang 
saya lihat selama ini tidak ada protes dari para buruh sehingga kami 
aparat pemerintah menganggap bukan masalah yang cukup besar dan 
mengenai pemilihan kita sebagai aparat pemerintahan hanya 
menghimbau atau mengajak warga/masyarakat memilih yang terbaik 
sesuai hati nurani. Dan mengenai partisipasi buruh tani dalam pemilihan 
ada yang jadi pemilih biasa sampai tim sukses, tetapi kalau jadi tim 
sukses mereka rata-rata pendidikan mulai dari SMP- S1, yang jelas
paham mengenai aturan pemilihan umum. 53
Dari hasil wawancara penulis dapat dikatakan bahwa pada umumnya 
masyarakat Desa dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bermata 
pencaharian sebagai petani, baik sebagai petani pemilik tanah maupun sebagai buruh 
atau penggarap tanah. Namun, demikian sangat jarang petani pemilik menggarap 
lahannya sendiri, tetapi melakukan hubungan kerjasama dengan buruh tani. Hal ini 
disebabkan karena tenaga kerja merupakan satu-satunya faktor produksi yang relatif 
melimpah bagi kaum petani atau buruh tani. Oleh karena itu mereka terpaksa 
melakukan kegiatan-kegiatan yang berat yaitu menjadi buruh demi memenuhi 
kebutuhan mereka. Seperti keadaan petani pada masa sulit (paceklik), maka dalam hal 
ini Karaeng memberikan pertolongan terhadap petani dengan memberi pinjaman dan 
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dapat dibayar ketika selesai panen. Hubungan antara Karaeng dan buruh tani terdapat 
ketidak samaan pertukaran atau hubungan timbal balik yang menggambarkan 
perbedaan dalam kekuasaan, kekayaan, dan kedudukan.  Dan ikatan antara patron 
klien tidak jauh beda dengan hubungan kerjasama Karaeng dan buruh tani untuk 
memperluas hubungan. 
Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait tentang Karaeng dan 
patron-klien mengenai kerjasama buruh tani dan Karaeng pemilik lahan pertanian  
dengan informan yakni bapak H. A. Najamuddin. MBA mengatakan bahwa: 
“ Kalau melihat keberadaan pemilik lahan di Desa Bontomacinna rata-rata 
memang dari kalangan Karaeng, Dan mereka tidak mengetahui bagaimana 
cara menggarap sawah, maka dari itu mereka bekerjasama dengan buruh tani 
yang ada di Desa ini. Dimana sebagaian besar mata pencahariannya mereka 
betul-betul petani penggarap. Dan mereka memiliki keahlian yang profesional 
dalam menggarap sawah. Kalau sistem bagi hasil yang digunakan para 
pemilik lahan yaitu hasil panen di bagi 2 maka sama-sama menguntungkan 
antara buruh tani dan Karaeng”. Saya merupakan salah satu Karaeng pemilik 
lahan yang mempekerjakan buruh tani di sawah karena saya tidak tahu 
bagaimana menggarap sawah jadi lebih baik bekerjasama dengan buruh tani, 
dan itu membantu perekonomian para buruh tani yang ada di Desa 
Bontomacinna.54
Pemilik tanah dianggap lebih tinggi kedudukannya dari pada Buruh tani 
sehingga karaeng atau pemilik lahan pertanian lebih memilih hubungan kerjasama 
anatara Karaeng dan buruh tani yang sama-sama ada hubungan timbal baliknya 
dimana Karaeng membutuhkan buruh uutnuk menggarap sawahnya dan buruh 
membutuhkan pekerjaan sehingga terjadi hubungan kerjasama. 
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Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait tentang Karaeng
dan buruh tani hubungannya  patron-klien. Mengenai kerjasama Karaeng pemilik 
lahan pertanian dan buruh tani  dangan informan yakni Dra. Hj. A. Ratna selaku 
Karaeng pemilik lahan pertanian di Desa Bontomacinna Mengatakan bahwa: 
“ Sebagai pemilik lahan saya mempekerjakan 3 orang buruh tani sebagai 
penggarap sawah saya karena suamiku meninggalmi dan selama hidupnya 
juga tidak pernah kerja sawah tetap ji mempekerjakan buruh, jadi saya hanya 
meneruskan saja. Kalau bicara tentang bagaimana saya merekrut para buruh. 
Saya hanya memakai sistem kekeluargaan, kalau ada keluarga yang tidak 
mempunyai pekerjaan tetapi mampu menggarap sawah maka saya 
memberinya sawah untuk di garap dan hasilnya dibagi dua. Karena rata-rata 
yang bekerja sebagai buruh tani di lahan persawahan saya adalah keluarga 
biasannya saya memberi tunjangan hari raya berupa sembako. Supaya 
hubungan kerjasama tetap berjalan dengan baik. Tapi yang kurang sekarang 
itu pendistribusian hasil panen yang terbatas karena hanya di ambil atau dibeli 
oleh pedagang yang ada di Desa Bontomacinna itu pun pembayarannya tidak 
sekaligus tapi dicicil jadi biar pun buruh tani sudah panen mereka tetap 
kekurangan, mencukupi kebutuhannya. Jadi kita sebagai pemilik lahan biasa 
memberinya keringanan dengan memberikan pinjaman atau modal untuk 
menggarap sawah dan dibayar setelah uang panen dari pedagang diterima ”. 55
Hubungan kerjasama antar petani terdapat hubungan pertukaran didalamnya.
Petani pemilik lahan menggunakan jasa buruh tani dalam mengelola lahannya. 
Namun hubungan yang terjalin di antara para petani tidak hanya sebatas hubungan 
kerja tapi meluas pada hubungan sosial seperti saling tolong menolong dalam 
menyelesaikan pekerjaan kemudian hubungan tersebut berkembang menjadi 
hubungan kerjasama, kekerabatan, persaudaraan dan bahkan sampai batasan hak pilih 
buruh tani. 
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Pada masa orde baru hubungan patron klien juga mengalami manifestasi yang 
berbeda. Terjadinya perubahan komposisi elite mengakibatkan sistem patronase tidak 
lagi berdasarkan faktor darah biru. Komposisi elit baru terdiri atas Bangsawan. Hal 
ini kemudian berdampak dalam sistem patron klien di masyarakat Sulawesi Selatan. 
wibawa Bangsawan yang memiliki latar belakang militer akan terangkat dimata 
masyarakat. Model patron klien kembali menjadi dasar dalam membangun kekuatan 
politik lokal. Pada pemilu 1999 partai politik bermunculan. Maraknya partai politik 
pada masa reformasi menjadi wadah bagi para patron untuk kembali membangun 
jaringan kliennya. Para bangsawan menjadi “politisi” dadakan dengan mengandalkan 
status sosial dan jaringan kliennya dibasis Daerah-Daerah mereka. 56
Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait tentang karaeng 
dan buruh tani relasi fungsional mengenai kerjasama karaeng pemilik lahan pertanian 
dan buruh tani  dangan informan yakni ibu Hj. A. Nimrah, S.Pd Karaeng pemilik 
lahan pertanian mengatakan bahwa : 
“ Cara merekrut buruh tani yang bekerja di lahan sawah saya dilihat dari mata 
pencahariannya dan caranya selama ini menggarap sawah, kalau sudah sesuai 
dengan program pertanian justru lebih bagus lagi, karena bisa dijamin juga 
hasil panennya pasti bagus. Di Desa Bontomacinna memang sistem bagi hasil 
panennya di bagi dua tapi pengadaan pupuk dan bibit ditanggung buruh tani 
sendiri. Dan melihat kerjasama antara Karaeng dan buruh tani itu sama-sama 
menguntungkan, sehingga sampai sekarang masing-masing terjalin hubungan 
kerjasama tersebut”. 57
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3. Hubungan Patron-klien ke kooptasi politik 
Hubungan yang terjalin diantara para petani tidak hanya sebatas 
hubungan kerja tapi meluas pada hubungan sosial. Sama halnya dengan jenis 
mata pencaharian lain, ada kalanya petani juga mengalami masa krisis seperti 
gagal panen. Namun harus tetap memberikan apa yang menjadi kewajiban. 
Namun buruh tani mampu melewati itu semua karena pada umumnya hubungan 
petani pemilik tanah dengan buruh tani bukanlah hanya sekedar hubungan kerja 
saja namun ada hubungan yang lain yaitu hubungan kerjasama antara buruh tani 
dan karaeng pemilik Lahan pertanian (patron klien). Sebagai balasannya buruh 
petani akan menunjukkan loyalitasnya kepada pemilik tanah tersebut. Dengan 
sikap yang diberikan petani pemilik lahan maka buruh tani akan memberikan 
hasil kerja yang terbaik pada petani pemilik tanah tersebut.
Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait tentang
relasi patron klien ke kooptasi politik dengan informan Bapak Abd. Hakim, 
Buruh tani  mengatakan bahwa: 
“ Mata pencaharian saya dari dulu memang petani karena tidak sempat
ki sekolah tinggi, jadi buruh tani itu pekerjaan yang cocok karena tidak 
memerlukan ijazah. Jadi buruh tani yang dilihat carata menggarap 
sawah. kalau sudah sesuai dengan program pertanian Desa, sehingga 
Karaeng memberikan kesempatan atau pekerjaan untuk menggarap 
sawahnya dengan harapan hasil panennya sesuai dengan luas lahan yang 
dikerja. Dan kalau tentang hak pilih ta sebagai buruh tani selama ini 
memang sudah dibatasi, karena mau tidak mau ikut ki sama yang 
ditempati kerja sawah, karena itu adalah imbalan kepada Karaeng
karena memberi kita pekerjaan, dan kalau memilih ki dan bukan yang 
mereka dukung, tidak langsung jaki na berhentikan bekerja di sawahnya 
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tapi jangan sampai beberapa bulan ke depan na gantikan ki dengan 
orang lain untuk menggarap sawahnya, Karena memang pada 
umumnya begitu hubungan kerjasama di Desa ini di sangkut pautkan 
sama politik (pemilihan umum). Dan Masalahnya juga mengenai sistem 
bagi hasil yang ada di Desa Bontomacinna hasil panen di bagi dua, 
tetapi pengadaan bibit, pupuk, dan pestisida di tanggung para buruh 
sendiri andaikan ditanggung buruh tapi kalau sudah panen dihitung bagi 
dua juga tidak apa- apa. Tetapi yang pemilik lahan tau itu berapa hasi 
panen itu yang dibagi dua contoh 50 karung masing-masing 25 karung, 
tapi belum terhitung pembelian bibit,pupuk, dan pestisida, itu yang 
selama ini yang di permasalahkan para buruh karena biaya penggarapan 
saat ini sudah mahal seperti bibit, pupuk, pestisida, dan lain-lain tapi 
biaya penggarapannya tidak dibagi dua dengan karaeng tetapi di 
tanggung oleh buruh tani, karena yang di tahu Karaeng itu hasil panen 
di bagi 2 (dua).  58
Dari hasil wawancara penulis dapat mengatakan bahwa Sistem bagi hasil 
sama rata pada masyarakat petani lebih disebabkan oleh Karaeng  pemilik tanah 
untuk membiarkan petani menjual sendiri hasil panennya ke pasar. Dan melalui 
kepemilikan lahan yang tebatas maka kelompok yang berkuasa seperti Karaeng
membatasi kepemilikan buruh tani dengan mengajak para buruh tani bekerja sama.
Hubungan kerjasama antara Karaeng pemilik modal pertanian dan Buruh 
tani sebagai penggarap merupakan hubungan atas dasar timbal balik Karaeng
memberikan kepada mereka hak atas tenaga kerja dan sumberdayanya sendiri. Dan 
menganggap bahwa Kerabat dan kawan yang telah menolongnya dari kesulitan 
akan mengharapkan perlakuan yang sama apabila ia mampu memberikan 
pertolongan. Begitu pula, dalam konteks Desa, norma-norma Desa yang menjamin 
bahwa seorang yang miskin akan mendapat bagian sebidang lahan dari tanah 
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komunal serta makanan, juga mewajibkannya untuk menyumbangkan tenaganya 
apabila pejabat- pejabat atau pemuka-pemuka Desa memerlukannya. Klien yang 
mengandalkan pada perlindungan dari seorang patron yang lebih berpengaruh, 
sekaligus juga berkewajiban untuk menjadi anak-buahnya yang setia dan selalu 
siap melakukan pekerjaan apa saja yang diberikan kepadanya.59
Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait tentang relasi 
Patron-klien ke kooptasi politik  Karaeng terhadap buruh tani dengan informan 
yakni Bapak Abu Nawas, Buruh Tani mengatakan bahwa: 
“ Kalau karaeng memilih buruh tani untuk menggarap sawahnya karena melihat 
dari ketelitian dari caranya buruh bekerja atau menggarap sawah. Semakin 
bagus carata bekerja dan hasil panennya juga bagus semakin lama juga bertahan 
bekerja. Tapi yang menjadi kendala biasana sistem bagi hasilny disaat gagal 
panen. Karena namanya juga kita bekerja dilahan orang jadi apabila terjadi 
kendala gagal panen kita tetap mebagi dua hasil panen. Tapi kalau batasan 
dalam pemilihan para petani pasti biasa bilang iga na pilih Bos e iyya tona ro 
idi di pilih. Mau tidak mau ikutki karena lahan sawahnya dikerja jangan sampai 
na tarik kembali, tidak adami mata pencaharianta na petani saja pekerjaan ta”. 60
4. Karaeng Dan Buruh Tani Dalam Pilkada 2015 
Pada pilkada yang dilakukan serentak pada tahun 2015 Sulawesi 
Selatan menunjukkan praktik perilaku politik patron klien. Ini terlihat 
khususnya, yang berlangsung di Kabupaten Bulukumba dimenangkan oleh  
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pasangan A.Sukri Sappewali dan Tommy Satria yang merupakan Bupati 
keturunan Karaeng dari A. Sultan Dg. Raja dan A. Sappewali yang 
merupakan kakek dan bapak dari A. Syukri Sappewali. Dan hal ini 
menunjukkan masih kuatnya pengaruh kaum Bangsawan (Karaeng) di 
wilayah tersebut. Jumlah pendukung (klien) yang banyak menjadi faktor 
penentu kemenangan mereka dalam pemilihan kepala Daerah yang dilakukan 
secara langsung tersebut. 
Karaeng membangun kroninya dengan mengangkat kaum kerabat 
untuk menduduki jabatan birokrasi yang strategis dan menguntungkan. 
Otonomi daerah juga dimanfaatkan, disisi lain kekuasaan kaum Bangsawan
(Karaeng) tersebut diperkuat melalui anggota kerabat dan kroni dalam 
pemerintahan, dari tingkat Desa, Kabupaten, hingga Parlemen. 61
Buruh Tani adalah sama saja dengan pekerja. Menurut kamus besar 
bahasa Indonesia, buruh diartikan sebagai pekerja kasar, pekerja umumnya 
menggunakan tenaga untuk mendapatkan upah. Buruh pada dasarnya adalah 
mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalankerja 
secara harian maupun borongan sesuai denga kesepatan kedua belah pihak, 
baik lisan maupun tertulis. 62
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Salah satu jenis buruh adalah buruh tani . buruh tani adalah tenaga 
kerja upahan yang dipekerjakan untuk membantu dalam pengerjaan lahan 
pertanian.  Buruh tani didefinisikan pula sebagai seorang yang melakukan 
suatu kegiatan/pekerjaan di sawah atau ladang pertanian dengan tidak 
menanggung resiko terhadap hasil panen dan bertujuan untuk mendapatkan 
upah/imbalan. Buruh tani dalam dalam pengerian yang sesungguhnya 
memperoleh penghasilan dari bekerja yang mengambil upah untuk para 
pemilk tanah atau petani penyewa tanah. Nuruh tani bekerja berdasarkan 
keahlian yang dimilikinya karena hampir dalam kegiatan membajak atau 
menggarap sawah di butuhkan keterampilan petani atau buruh. 63
Partisipasi masyarakat (buruh tani) dalam pilkada 2015 tidak terlepas 
dari perilaku memilih masyarakat itu sendiri, namun ada beberapa faktor yang 
menyebabkan hak pilih para buruh dapat dibatasi oleh keberadaan karaeng 
sebagai pemilik lahan yaitu:
1. Berhubungan dengan mata pencaharian
2. Hubungan kerja sama (ptron-klien)
Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait tentang 
karaeng dan buruh dalam pilkada 2015 mengenai asal- usul Karaeng dengan 
informan nenek Hj. Bukke masyarakat biasa di Desa Bontomacinna 
mengatakan bahwa: 
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“ Narekko Karaeng di carita pole dega assalenna di Desa 
Bontomacinna iya ro kuissengge karaeng pole arajangeng Bone 
diaseng  Petta Riu karaeng loppo nomoro seddi’ di kecamatan 
Gantarang.  Narrekko masalah galung, paling loang galungna petta 
Riu di Gantarang. Mingka Na arengi’ anaknna diaseng petta lulu. 
Petta lulu bapakna puang Budding. Penerusna petta Riu na Petta 
Lulu. iyaro  Petta Tancca’nenek pole puang Jabbar Kepala Desa 
pa’mula di Desa Bontomacinna, maka seddi, karaeng Pancce’ bapak 
pole karaeng Jabbar  alena punna galung maloang nasaba pabbere 
pole tama toang na’. Karaeng Jabbar iya ro pammarenta di Desa 
Bontomacinna. Nasaba maega tau matau’ dialena ka anggotana 
mewai penjajah tempona zaman penjajahang. Modele 
pamarentahanna Bontomacinna  iya ro’ pole ambenna  no’ di ana’ na 
lettu cucunna. Maka dua  Puang H. Ape’ anak pole Puang Jabbar, 
bapak pole puang  H. Iccu’ (H. A. Mulhaeriddin Djabbar, S.Ag). 
alena kepala Desa Bontomacinna makkokoe’ . jari Karaeng punna 
galung maega carana naulle maduntu suara (menang), tambah 
narekko keturunan karaeng to na manccaji colon, ka iya ro karaeng’e 
nafikkiri maega mo paggalung na nasuro mappile’ calon Bupati na 
dukunge. 
“ Keturunan  Karaeng yang dimaksud disini keturunan dari Petta Riu 
yang merupakan Karaeng dari kerajaan Bone dan salah satu keturunan 
karaeng yang begitu besar yang ada di Bulukumba,  beliau juga 
merupakan seseorang yang memiliki lahan pertanian terluas di 
Bulukumba yang diwariskan kepada anaknya bernama Petta Lulu, 
bapak dari puang Budding. Pertama keturunan dari penerus petta Riu 
dan Petta Lulu yaitu Petta Tancca’nenek dari Puang Jabbar yang 
merupakan kepala Desa pertama di Desa Bontomacinna, dan karaeng
Pancce’ adalah bapak dari Karaeng Jabbar beliau juga merupakan 
pemilik lahan pertanian yang terluas karena warisan dari orang tuanya. 
Karaeng Jabbar adalah sosok pemimpin yang disegani oleh 
masyarakat karena keberaniannya melawan penjajah sehingga model 
kepemimpinan yang ada di Desa Bontomacinna bisa dikatakan Dinasti 
(turun temurun). Kedua  Puang H. Ape’ anak dari Puang Jabbar dan  
bapak dari Puang  H. Iccu’ (H. A. Mulhaeriddin Djabbar, S.Ag). 
Beliau adalah kepala Desa Bontomacinna yang sekarang. 
Sehingga Karaeng sebagai pemilik lahan pertanian memilih pasangan 
tersebut dan berpotensi mendapatkan suara terbanyak karena selain 
sama-sama keturunan karaeng para pemilik lahan pertanian tersebut 
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memiliki banyak buruh tani yang bisa ikut memilih calon Bupati yang
mereka dukung.64  
Dari hasil wawancara penulis dapat dikatan bahwa keberadaan Karaeng
sebagai pemilik lahan pertanian berawal dari asal-usul meraka yang awanya 
mereka benar-benar dari keturunan Karaeng yang diwariskan lahan pertanian 
yang luas oleh nenek dan ayahnya sehingga para buruh tidak bisa berbuat apa-
apa dan mereka lebih memilih untuk ikut dengan apa yang diinginkan atau yang 
dia anjurkan oleh Karaeng tersebut karena hanya dengan cara kerjasama seperti 
inilah yang bisa membuat mereka tetap bekerja dan berpenghasilan untuk 
memenuhi kebutuhanya meskipun haknya sebagai pemilih yang bebas 
mennetukan pilihan di batasi. 
Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait dengan Karaeng
dan buruh tani dalam pilkada 2015 dengan informan yakni Bapak Sahering 
kerjasama buruh tani dan hak pilih yang dibatasi oleh para karaeng pemilik lahan 
pertanian. 
“ Maega tau tea diisseng kedda’ dibatasi hak pilihna, aro petani e maccoe mi 
bawang mi pilihanna karaeng e iyya najamae’ galungna ka matauki di 
alaiyyang galung na jamae’, narekko kerjasama di pertanian antara buruh tani 
na karaeng macole mo ka sistem na pake bagi hasi iya ro bage dua”.
“Banyak orang tidak ingin diketahui bahwa dibatasi hak pilihnya, para buruh 
mengikut saja pada pilihan Karaeng tempat merka bekerja sawahnya.  karena
mereka takut apabila lahan tempat mereka bekerja akan diambil oleh Karaeng
sebagai pemilik lahan, tetapi mengenai hubungan kerjasama antara buruh dan 
                                                          
64 Wawancara Dengan Hj.Bukke (106 Tahun, Tokoh Masyarakat Sekaligus Veteran Desa 
Bontomacinna), Yang Berlangsung Pada Hari Kamis, 30/Maret/2017, Di Kediaman Beliau Di Desa 
Bontomacinna, Pukul 20.00 Wita.  
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Karaeng terjalin dengan baik kerena sistem bagi hasil yang ditetapkan para 
Karaeng  adalah hasil panen di bagi dua”. 65
Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa benar adanya apabila 
saat ini hak pilih para buruh dibatasi oleh keberadaan Karaeng sebagai pemilik 
lahan pertanian karena adanya ketakutan para petani untuk protes secara langsung 
untuk tetap mempertahankan hak pilihnya sehingga meraka terpaksa harus 
mengikuti pilihan para Karaeng karena dengan harapan tetap memiliki mata 
pencaharian atau tetap bekerja dilahan tempat mereka bekerja.
Kelangsungan hidup petani sangat tergantung, disatu sisi pada ketersedian 
sumber-sumber kehidupan (agraria) di dalam Desa, dan disisi lain pada institusi 
yang berfungsi mengatur proses distribusi sumber-sumber kehidupan itu secara 
adil dan merata di antara warga Desa. Kenyataan ketergantungan petani tersebut 
tidak berada dalam kerangka memaksimalkan pencapaian hasil (keuntungan), 
melainkan diarahkan sebatas memenuhi kebutuhan subsisten. Moral ekonomi 
petani adalah suatu analisa tentang apa yang menyebkan seseorang berprilaku, 
bertindak dan beraktivitas dalam kegiatan perekonomian. Hal ini dinyatakan 
sebagai gejala sosial yang berkemungkinan besar sangat berpengaruh terhadap 
tatanan kehidupan sosial. 66
                                                          
65 Wawancara Dengan Sahering (57 Tahun, Buruh Tani ),Yang Berlangsung Di Kediaman 
Beliau Di Desa Bontomacinna  Pada Hari Senin 17 April 2017, pukul 16.00 Wita 
66 James C.Scott, “Moral Ekonomi Petani Pergolakan Dan Subsistensi Di Asia Tenggara,
(Jakarta:LP3ES), h. 57
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Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait dengan Karaeng
dan buruh tani dalam pilkada 2015 dengan informan yakni  bapak Udin yang 
mengatakan bahwa: 
“Hubungan tolong menolong anatara Karaeng dan buruh tani adalah alasan 
kenapa Karaeng memerlukan buruh dalam menggarap sawahnya sehingga buruh 
juga tertarik dan bersemangat ketika mereka diberikan pekerjaan  menjadi buruh di 
lahan milik Karaeng itu, supaya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi 
hubungan tolong menolong yang terjadi di Desa ini sudah berubah tidak sebatas 
buruh saja, tapi biasanya juga pekerjaan seperti mengecat rumah, membersihkan 
halaman, dan lain-lain. Karaeng meminta buruh untuk melakukannya, Sama juga 
ketika ada pemilihan para buruh tani di sini di himbau agar memilih calon yang 
didukung oleh Karaeng tempat ta bekerja”. 67
Dari hasil wawancara penulis dapat mengatakan bahwa dalam hubungan 
kerjasama antara Karaeng dan petani yang ada di Desa Bontomacinna bukan 
sekedar hubungan kerjasama seperti jadi buruh tani yang harus bekerja di sawah 
saja untuk memenuhi kehidupan melainkan adanya hubungan tolong menolong 
antar keduanya para buruh pun mau tidak mau akan memeberikan jasanya untuk 
Karaeng. Ini terjadi karena tidak adanya perjanjian sebelum melakukan hubungan 
kerjasama sehingga terjalin hubungan kerjasama tersebut. 
C. Keberlanjutan Hubungan Karaeng Dan Buruh Tani 
1. Hubungan Pasca Pilkada 
Pola relasi rakyat dengan pemimpin di Sulawesi Selatan banyak 
digambarkan sebagai pola hubungan patron klien dalam bahasa bugis biasa 
disebut ponggawa. Hubungan patron klien tersebut terjalin secara sukarela 
                                                          
67 Wawancara Dengan Udin, (55 Tahun, Buruh Tani ), Yang Berlangsung Pada Senin, 
17April 2017, Di Kediaman Beliau, Pukul 16.00 Wita
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dan hanya berdasarkan kontrak tertulis. Hubungan ini bisa berakhir kapan saja 
sepanjang klien tidak memiliki hutang kepada patronnya. Ia setiap saat bisa 
berpindah ke patron lain. Pemimpin juga dapat memberhentikan pengikutnya 
ketika ia tidak memenuhi kewajibannya. 68
Hubungan yang terjalin antara Karaeng dan buruh tani pasca Pilkada 
masih tetap hubungan kerjasama antara keduanya yang saling membutuhkan 
sartu sama lain. Tetapi hubungan ini tidak terjadi kepada semua para buruh 
dan Karaeng hanya sebahagian saja yakni yang ikut memilih calon yang 
didukung oleh Karaeng. 
Hubungan yang terjalin diantara para petani tidak hanya sebatas 
hubungan kerja tapi meluas pada hubungan social. Hubungan patron klien 
merupakan salah satu bentuk hubungan pertukaran khusus. Dua pihak yang 
terlibat dalam hubungan pertukaran mempunyai kepentingan yang hanya 
berlaku dalam konteks hubungan mereka. Hubungan Karaeng dan Buruh tani 
dicirikan sebagai hubungan dimana Karaeng yang berkuasa dalam 
kepemilikan lahan pertanian membutuhkan buruh tani untuk menggarap 
sawahnya dan sebaliknya buruh tani membutuhkan pekerjaan sebagai mata 
pencahariannya namun yang terjadi di Desa Bontomacinna dimana 
melibatkan hubungan kerjasama antara Karaeng dan buruh tani disangkut-
pautkan dengan pemilihan umum. Karena hak pilih buruh tani di Desa 
                                                          
68 Sitti Zuhro, “Demokrasi Lokal Perubahan Dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik 
Loka Di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan”, (Yogyakarta: Ombak 2009). h 185
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Bontomacinna dibatasi oleh keberadaan Karaeng sebagai pemilik lahan 
pertanian. Dapat dilihat saat pilkada serentak tahun 2015 dimana Karaeng
menghimbau para buruh tani
2. Memperbarui Hubungan 
Hubungan kerja sama yang berlaku di Desa Bontomacinna antara Karaeng 
pemilik lahan pertanian dan buruh tani, dimana buruh tani selalu mengikuti yang 
diperintahkan oleh karaeng, khususnya hak pilih para buruh yang dibatasi karena 
mereka harus memilih calon Bupati yang didukung oleh Karaeng sebagai
pemilik lahan. 
Hubungan kerjasama antar Karaeng dan buruh tani yaitu hubungan timbal 
balik dimana karaeng sebagai pemilik lahan pertanian membutuhkan buruh tani 
untuk menggarap sawahnya dan sebaliknya buruh tani membutuhkan pekerjaan. 
Namun ketika salah satu buruh tidak ingin dibatasi hak pilinya mereka nekat 
untuk tidak mengikuti himbauan Karaeng tempat mereka bekerja tetapi dengan 
resiko mereka harus kehilangan pekerjaannyaa sebagai buruh tani di tempat 
tersebut. Dan untuk memperbaiki hubungan yang pernah rusak karena pemilihan 
ketika beberapa tahun berlalu maka hubungan itu akan kembali baik dengan 
memberikan pekerjaan kembali kepada keluarga buruh atau anaknya. Sehingga 





Mekanisme kehidupan politik dan sosial- budaya saling terkait dalam yang di 
Desa Bontomacinna. Dimana hubungan kerjasama dengan mata pencaharian dan 
politik (pemilihan umum) selalu disangkut- pautkan. Sehingga Karaeng sebagai 
pemilik lahan pertanian memilih pasangan tersebut dan berpotensi mendapatkan 
suara terbanyak karena selain sama-sama keturunan karaeng para pemilik lahan 
pertanian tersebut memiliki banyak buruh tani yang bisa ikut memilih calon 
Bupati yang mereka dukung.
Para buruh tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti himbauan tersebut 
meskipun merka sadar bahwa hak pilih mereka sudah dibatasi oleh keberadaan 
Karaeng, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena terikat dengan hubungan 
kerjasama antara Karaeng pemilik lahan pertanian dan buru tani. Menurut 
peneliti,  Hal ini dapat dikaitkan dengan hubungan patron klien yang terjadi di 
Indonesia dimana  ada perbedaan antara patron dan klien karena sebagaimana 
yang di ketahui bahwa patron memiliki hak penuh atas apa yang mereka miliki 
namun klien mereka adalah bawahan yang harus mengikuti keputusan patron. 
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Masalah bagi para buruh tani ialah sistem bagi hasil. Meskipun sistem bagi 
hasil yang berlaku di Desa Bontomacinna itu bagi dua hasil panen. Tetapi 
mengenai pengadaan bibit, pupuk, pestisida di tanggung oleh buruh Tani sendiri. 
Karena hasil bagi dua diluar biaya penggarapan. Dan mengenai tunjangan yang 
dimaksud Karaeng yaitu mereka memberikan pinjaman berupa uang kepada 
buruhnya untuk biaya penggarapan dan di bayar saat selesai panen.  Hal itu 
memberatkan para buruh dan menginginkan agar biaya penggarapan sawah 
ditanggung bersama agar sistem bagi hasil benar-benar bagi dua antara Karaeng
dan buruh tani agar terjalin hubungan kerjasama yang menguntungkan kedua 
belah pihak. 
Maka dari itu pula peneliti dapat memberikan dua kesimpulan yang pertama,
bahwa para buruh tani tidak dapat melakukan perlawanan dengan membicarakan 
masalah dan solusi tentang hak pilihnya yang dibatasi oleh Karaeng sebagai 
pemilik lahan kepada pemerintah setempat (Kepala Desa). Kedua bahwa para 
buruh tani tidak mmpunyai kekuatan atau keberanian untuk melakukan 
perlawanan karena masalah ini menyangkut pekerjaan dan mata pencaharian.
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B. Iimplikasi Penelitian  
1. Pendidikan politik yang berkelanjutan utamanya dilakukan oleh pihak-
pihak terkait, baik dari jajaran pemerintahan, tokoh adat, tokoh 
masyarakat dan pihak terkait lainnya guna menciptakan proses politik 
lokal sesuai dengan muara sistem politik demokrasi yang ideal. Melihat 
hak pilih para buruh tani di Desa Bontomacinna dibatasi oleh 
kebereradaan Karaeng sebagai pemilik lahan pertanin yang terkait 
hubungan kerjasama. 
2. Pemerintah Desa seharusnya harus lebih memperhatikan fenomena-
fenomena yang terjadi masyarakat terutama mengenai hak pilih 
masyarakat yang tidak harus dibatasi karena hubungan kerjasama 
melainkan harus sesuai hati nurani masarakatnya. Dan jangan sampai 
keberadaan Karaeng mengeluarkan  keputusan atau aturan yang 
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